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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab –Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada 
tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث a  es (dengan titik di atas)
ج Jim J Je
ح a  ha (dengan titik bawah)
خ Kha Kh ka dan ha
 د Dal D De
 ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص ad  es (dengan titik bawah)
ض ad  de (dengan titik bawah)
ط a  te (dengan titik bawah)
ظ a  zet (dengan titik bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
xف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ھ Ha H Ha
ء hamzah ’ Apostrof
ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. 
Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 
sebagai berikut:  
Tanda Nama Huruf Latin Nama
َا fatah A a
ِا Kasrah I i
ُا ammah U u
xi
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
ُۍ fatah dan yā’ Ai a dan i
ْﻮَى fatah dan wau Au i dan u
Contoh:
 َﻒْﯾَﻛ    : kaifa
ڶ ْﻮَھ :haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya 







  ی ...  | ا …
fatah dan alif atau 
yā’
Ā a dan garis di atas
ﻲ kasrah dan yā’ Ī i dan garis di atas





ُت ْﻮُﻤَﯾ : yamūtu
4. Tā’ marbūah 
xii
Transliterasi untuk tā’ marbūah ada dua, yaitu: tā’ marbūah yang hidup atau 
mendapat harakat fatah, kasrah, dan ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marb-
ūah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ marbūah itu 
ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh: 
ِلﺎَﻔْﻃَﺄْﻟا ُﺔَﺿْوَر : rauah al-atfāl
ُﺔَﻠِﺿﺎَﻔْﻟاُﺔَﻨْﯾِﺪَﻤْﻟَا : al-madīnah al-fāilah
ُﺔَﻤْﻜِﺤْﻟَا : al-ikmah
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd







Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ْﻰѧِԩ), maka 
ditransliterasikan dengan huruf maddah menjadi ī.
Contoh:
ﱞﻰِﻠَﻋ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
ﱞﻰِﺑَﺮَﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
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6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan لا (alif lam ma’arifah). Dalam 
pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf 
syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang dihubungkan dengan garis 
mendatar (-).
Contoh:
ُﺲْﻤﱠﺸﻟَا :  al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ُﺔَﻟَﺰْﻟﱠﺰﻟَا : al-zalzalah (bukan az-zalzlah)
ُدﺎَﻠِﺒْﻟَا : al-bilādu 
Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang 
terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 





7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang 
belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan 
menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 
Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 
xiv
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 
ditransliterasi secara utuh, contoh:
Fī ilāl al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
8. Laf al-Jalālah (ﷲا)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
 ِﷲا ُﻦْﯾِدdīnullāh   ِﷲ ﺎِﺑ billāh
Adapun tā’ marbūah di akhir kata yang disandarkan kepada Laf al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: 
  ِﷲا ِﺔَﻤْﺣَر ْﻲِﻓ ْﻢُھ Hum fī ramatillāh
9. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya 
huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman 
ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 
menuliskan awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang 
al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
Contoh:
xv
Wa mā Muammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wui’a linnāsi lallażī bi Bakkata Mubārakan




Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) 
sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama 
akhir dalam daftar pustaka atau daftar  referensi. Contoh:
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = Subhanahuwa Ta’āla
saw.  = shallallāhu ‘alaihi wasallam
a.s. = ‘alaihi al-salām
H = Hijriyah
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi
Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥāmid Abū)
xvi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4
HR = Hadis Riwayat
t.p. = Tanpa penerbit
t.t. = Tanpa tempat
t.th.      = Tanpa tahun
h.          = Halaman
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Skripsi ini berjudul “Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Mempidanakan (Studi 
Perbandingan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam” bertujuan untuk : 1) mengetahui 
persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Nasional, 2) untuk 
mengetahui pandanagn KUHP terhadap hapusnya kewenangan menuntut dan mempidakan, 3) 
mengetahui konsep hukum pidana Islam terhadap hapusnya pertanggungjawaban pidana serta 
hal-hal yang menyebabkan gugurnya hukuman.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yang 
merupakan suatu metode penelitian yang menekankan pada  suatu penelitian dengan melihat 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu digunakan pendekatan syar’i yang 
merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah Al-Qur’an dan hadis
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni Hapusnya Kewenangan Menuntut dan 
Mempidanakan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini yaitu 
penelitian kepustakaan (Library Research) yang menggambarkan secara sistematis, normatif dan 
akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. 
Hasil penelitian ini mencoba membahas secara ringkas persamaan dan perbedaan antara 
hukum Pidana Islam dan hukum pidana Nasional, kemudian menganalisa Pasal-Pasal dalam 
KUHP yang menjadi pedoman bagi hukum pidana Nasional yang harus menjadi pokok perhatian 
bagi setiap lapisan masyarakat khususnya aparat penegak hukum, kemudian menganalisa dalam  
hukum pidana Islam keadaan-keadaan yang menyebabkan seseorang tidak boleh dijatuhi pidana 
atau hapusnya pertanggugjawaban pidana, keadaan yang menggugurkan hukumannya atas 
perbuatan jarimah yang dilakukannya.
Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan agar umumnya masyarakat dan khususnya 
aparat penegak hukum dapat mengetahui bahwa ada keadaan-keadaan tertentu yang 
menghapuskan penuntutan dan pidana serta keadaan-keadaan khusus yang menghapuskan 
pertanggugjawaban pidana dan menggugurkan hukuman baik yang terdapat dalam KUHP 
(hukum pidana Nasional) dan hukum pidana Islam.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka 
berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Wetbook van Strafrecht voor 
Nederlandsch Indie (Stbld. 1945 No. 732) tersebut dipakai terus. Pasal II Aturan 
Peralihan UUD 1945 berbunyi: “Segala Badan Negara dan peraturan yang ada 
masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-
undang Dasar ini”. Pada tanggal 26 Februari 1946 disyahkan dengan resmi untuk 
berlaku terus berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1946 dengan berbagai 
macam perubahan yang disesuaikan dengan keadaan bangsa Indonesia yang sudah 
merdeka.
Sebagaimana diketahui bahwa KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana) di Indonesia yang berlaku sekarang ini berasal dari negara Belanda. 
Dengan demikian lahirnya KUHP berlaku, jika ditelusuri tidak terlepas dari 
padanya aliran-aliran dalam hukum pidana yang dikenal selama ini, terutama
aliran klasik, dan aliran neo-klasik oleh karna KUHP berasal dari negara Belanda 
(yang pada mulanya di berlakukan berdasarkan asas konkordansi).1
Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi 
hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku atau 
terdakwa yang diajukan oleh pengadilan karna telah melakukan tindak pidana 
                                                            
1R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus 
(Bogor: Politea, 1979), h. 13-17.
2alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan menuntutan dan mempidanakan.2
Alasan penghapusan menuntut pidana adalah peraturan yang terutama 
diajukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang 
telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-
undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. hakim dalam hal ini, 
menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkrit) 
sebagai penentu bahwa apakah dalam diri pelaku ada keadan khusus, seperti yang 
dirumuskan dalam alasan menghapus pidana.3Dalam hal ini sebenarnya pelaku 
atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang telah di 
rumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan 
seseorang tidak dapat dituntut dan dipidana atau dikecualikan dari penjatuhan 
sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan Perundang-
undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapusan menuntut dan 
mempidanakan adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang 
sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidanakan dan ini 
merupan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada pihak yang 
berwenang.4
KUHP sekarang ini meskipun mengatur tentang alasan penghapusan 
kewenangan menuntut pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan 
pengertian makna dari alasan hapusnya hak menuntut pidana tersebut. 
Pengertiannya hanya dapat di telusuri melalui sejarah pembentukan KUHP. 
                                                            
2A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1 (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990),h.189
3E. Ph. R. Sutorius dan Arnem, Alasan-Alasan Penghapus Kesalahan Khusus (Bandar 
Lampung: FH Unila, 1988), h. 1.
4Sudarto, Hukum Pidana dan Pertimbangan Masyarakat (Bandung: Sinar Baru, 1983), 
h.189.
3Menurut sejarahnya yaitu melalui MvT (Memorie van Toelichting) 
mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut 
“alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-
alasan tidak dapat dipidananya seseorang ’’. Hal tersebut berdasarkan dua alasan, 
yaitu:
1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada 
diri orang tersebut, dan 
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar 
diri orang tersebut. 
Dari kedua alasan yang ada dalam MvT tersebut, menemukan kesan bahwa 
pembuat Undang-undang tegas merujuk pada penekanan tidak dapat 
dipertanggujawabkannya orang, tidak dapat di pidanaya pelaku/pembuat. Namun 
dalam kenyataannya banyak para ahli menerima bahwa hal alasan-alasan tersebut 
juga dapat diberlakukan untuk sejumlah kasus tertentu, untuk menghasilkan tidak 
dapat dipidanaya tindakan. Jadi dengan demikian alasan penghapus pidana ini 
dapat digunakan untuk menghapus pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai 
subyek), dan juga dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu 
perbuatan/tindakan (sebagai obyeknya).5
Alasan pembenaran dan alasan pemaaaf sebagai alasan yang dapat 
menghapuskan pidana ini, dalam hukum pidana kita cukup banyak baik itu yang 
diatur,yang telah dirumuskan secara tertulis dalam peraturan Perundang-undangan 
                                                            
5H. M. Hamdan, Alasan Penghapus Pidana Teori Dan Studi Kasus (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2014), h. 28.
4(dalam KUHP) maupun alasan penghapus pidana yang tidak tertulis diluar 
peraturan Perundang-undangan. 
            Sangat bervariasinya alasan penghapus pidana ini, maka adasuatu teori 
yang dapat digunakan untuk menganalisis tentang alasan pidana ini.6 Didalam 
KUHP teori untuk menganalisa alasan penghapusan pidana dapat ditemukan, 
sama halnya dalam Hukum Pidana Islam hal tersebut juga dapat kita temukan.
           Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung 
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat. Syariat Islam 
dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi seluruh manusia 
untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yakni menempatkan 
Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang 
ada pada diri orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban 
memenuhi perintah Allah. Perintah Allah yang dimaksud adalah harus ditunaikan 
kemaslahatan untuk dirinya dan orang lain.
           Alquran merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut al-
Bayan (penjelas). Penjelasan yang dimaksud secara garis besar mempunyai empat 
cara dan salah satu di antaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam 
bentuk nash (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh 
tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus di bunuh oleh 
keluarga korban atas putusan dari pengadilan. 
                                                            
6H. M. Hamdan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 29.
5Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda 
dan pemudi. Namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan/atau telah 
menikah hukumannya adalah rajam. 
          Kewenangan seseorang untuk menuntut dan kewenangan hakim untuk 
menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang salah satunya diatur oleh  asas dalam 
hukum pidana Islam yaitu asas praduga tak bersalah yaitu asas yang mendasarkan 
bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak 
bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan 
tegas kesalahannya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat Alquran yang menjadi 
sumber asas legalitas dan asas memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah 
disebutkan. 
Disamping itu asas lain dalam hukum pidana Islam yaitu asas kepastian 
hukum menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali 
atas kekuatan ketentuan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu baik yang di 
jelaskan oleh Alquran maupun hadis. 
           Allah memerintahkan kepada manusia agar berlaku adil, menegakkan 
keadilan, menjadi saksi yang jujur dan mengetahui hal-hal yang berhubungan 
dengan hak seseorang yang seharusnya dapat atau tidak dapat di persalahkan dan 
dihukum agar dapat menjadi keadilan dalam proses hukum dan menemui sasaran 
Hukum Pidana Islam.7
           Dibentuknya hukum Islam pada umumnya adalah untuk menegakkan 
keadilan, berdasarkan keinginan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban 
                                                            
7Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 11 
6dan ketentraman masyarakat. Oleh karna itu putusan hakim harus mengandung 
rasa keadilan agar dipatuhi oleh mastarakat. Masyarakat yang patuh pada hukum 
berarti mencintai keadilan.
            Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier 
yang telah disebut dalam istilah fikih: daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, adalah 
merupakan kebutuhan hidup manusia dalam melaksanakan eksistensinnya sebagai 
khalifah di bumi. 
           Berdasarkan tujuan hukum Islam diatas, dapat dirumuskan bahwa tujuan 
hukum Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat umum, dan 
keturunan. Oleh karna itu kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam 
kehidupan bermasyarakat. Sebab empat dari lima tujuan Hukum Pidana Islam 
diatas hanya dapat diperoleh dengan mentaati ketentuan syariat hukum pidana 
Islam, dihapuskannya seseorang dari hukum adalah merupakan salah satu tujuan 
hukum Islam untuk memelihara jiwa.
        Sehubungan dengan hal ini, KUHP dan hukum pidana Islam didasarkan 
pada motivasi dan tujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya 
sesuai dengan fungsi dan wewenangya untuk mengarah pada tegaknya hukum, 
keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian 
hukum demi terselanggaranya negara hukum yang berdasarkan Pancasila,  UUD 
1945, serta Alquran dan hadis.
Seseorang disamping dapat dituntut dan dipidanakan seseorang juga dapat 
dibebaskan dalam kewajiban penuntutan dan kepidanaan sebagaimana yang p
7Berkaitan dengan banyaknya dan berpariasinya alasan-alasan yang dapat 
menghapusklan pidana tersebut ,baik yang dijelaskan oleh KUHP maupun Hukum 
Pidana Islam, maka penulis akan mencoba membahasnya dalam judul 
“HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DAN MEMPIDANAKAN 
(Studi Perbandingan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam)”.
B. Rumusan dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar  belakang diatas, rumusan dan masalah adalah mencakup
tentang bagaimana hapusnya kewenangan menuntut dan mempidanakan menurut 
KUHP dan Hukum Pidana Islam. Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang 
terlalu luas maka penulis membatasi pembahasan ini pada:
1. Bagaimanakah konsep persamaan dan perbedaan antara hukum pidana 
Nasional dengan hukum pidana Islam?
2. Bagaimanakah pandangan KUHP terhadap hapusnya kewenangan 
menuntut dan mempidanakan?
3. Bagaimanakah konsep hukum pidana Islam terhadap hapusnya 
pertanggungjawaban pidana serta gugurnya hukuman?
Berdasarakan batasan masalah di atas dapat dipahami pembahasan pada 
tulisan ini menyangkut tentang bagaimanakahhapusnya kewenangan menuntut 
dan mempidanakan dalam KUHP dan hukum pidana Islam.
8C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Pengertian Judul
Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul ini 
“Hapusnya  Kewenangan Menuntut  menerut KUHP dan Hukum Pidana Islam” 
maka perlu dijelaskan istilah-istilah teknis tersebut yaitu :
a. Hapusnya yaitu terbebasnya seseorang dari hukuman.
b. Kewenangan yaitu kekuasan formal yang di berikan oleh peraturan                                          
Perundang-undangan kepada seseorang untuk bertindak.
c. Menuntut yaitu proses yang diajukan kepihak yang berwenang untuk 
memberikan hukuman kepada seseorang.
d. Mempidanakan yaitu pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan.
e. KUHP adalah singkatan dari kitab undang-undang hukum pidana.
f. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak 
pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang mukallaf, 
sebagai hasil dari pemahasan atas dalil-dalil yang terperincidari Alquran 
dan hadis.8
Dari definisi istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan tentang 
pengertian hapusnya kewenangan menuntut dan mempidanakan menurut KUHP 
dan hukum pidana Islam yaitu terbebasnya seseorang dari hukuman menggugat 
dan mempidanakan dari KUHP dan Alquran dan hadis sebagai ruang lingkup 
penelitian.
                                                            
8Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1.
92. Ruang Lingkup Penelitian
Adapun ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup mengenai Hapusnya 
Kewenanagan Menuntut dan Mempidanakan menurut KUHP dan Hukum Pidana 
Islam.
D. Kajian Pustaka
Berikut ini dikemukakan isi garis-garis besar beberapa bahan pustaka yang 
telah penulis kumpulkan. Dari beberapa bahan pustaka tersebut dapat dirangkum
isi pokoknya sebagai berikut:
1) H.M. Hamdan. Alasan penghapusan pidana.  Buku ini membahas 
tentang teori dan studi kasus alasan penghapusan pidana. Penyusun 
menilai buku Bapak H. M. Hamdan ini cukup lengkap karna bukan 
hanya mengatur masalah alasan paenghapusan pidana didalam KUHP 
namun juga membahas membahas alasan penghapusan pidana diluar 
KUHP baik yang berlaku umum maupun khusus. 
2) Moeljatno. Asas-asas hukum pidana. Buku ini membahas tentang 
hukum pidana dan ilmu hukum pidana sampai kepada asas-asasnya.
Penyusun berpendapat bahwa apabila alasan penghapusan penuntutan 
dan pemidanaan ingin ditemukan dalam buku ini maka akan 
mempersulit pembaca karena buku ini tidak terlalu menjelaskan hal 
tersebaut. 
3) Kombes Pol Ismu Gundi W. Cepat & Mudah Memahami Hukum 
Pidana. Setelah penulis membaca buku ini maka berkesimpulan 
bahwa: “buku ini membahas tentang pentingnya peran hukum pidana 
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dalam mengatur sendi-sendi legal masyarakat harus dibarengi dengan 
kesadaran masyarakat akan peran vital hukum pidana itu sendiri”.
4) H. Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam. Buku ini membahas tentang 
pengertian hukum pidana Islam, asas-asas hukum Islam, ruang lingkup 
hukum pidana Islam, jenis hukuman dalam hukum pidana Islam, dan 
sampai kepada konsep hukum pidana Islam menenai perlindungan 
masyarakat dalam situasi damai dan komplik bersenjata. Namun 
kelemahan dari buku ini adalah tidak terlalu membahas masalah 
jarimah.
5) Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. Hukum Pidana Islam. Buku 
ini membahas tentang konsep jinayah dan jarimah dalam Hukum 
Pidana Islam kedudukan fiqh jinayah, tujuan fiqh jinayah dan masalah-
masalah dalam fiqh jinayah. Penyusun berpendapat bahwa buku ini 
cukup lengkap apabila anda ini mempelajari hukum pidana Islam, 
sebab buku membahas mulai dari pengertian fiqh jinayah sampai 
kepada masalah yang ada didalamfiqh jinayah.
Dari beberapa buku dan tulisan yang dikaji oleh penulis, tidak satu pun 
yang sama persis dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, baik judul 
maupun pembahasan.
E. Metodologi Penelitian
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf
keilmuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan
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prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga
merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode.
Penelitian merupakan suatu penyelidikan untuk meningkatkan sejumlah
pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang terorganisasi untuk menyelidiki
masalah tertentu yang memerlukan jawaban.9
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Liblary Research
yang menggambarkan secara sistematis, normatif, dan akurat terhadap
objek yang menjadi pokok permasalahan.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan 
yang meninjau hapusnya kewenangan menuntut dan mempidanakan 
menurut KUHP dan hukum pidana Islam.
Pendekatan lain yang digunakan yaitu Yuridis Normatif yaitu
pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum pidana positif kemudian
menyelesaikan permasalahan tersebut dalam hukum Islam yaitu Hapusnya 
Kewenangan  Menuntut dan Mempidanakan menurut KUHP dan Hukum 
Pidana Islam.
3. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer      
yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, 
                                                            
9Sugiyono, Metode Penelitian, Kualitatif, kuantitatif, R&D (Bandung: Alfabeta), h.279.
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buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun
sumber bacaan lainnya. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan
digunakan duametode kutipan sebagai berikut:
1). Kutipan Langsung
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara
langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan
redaksinya. Mengutip secara langsung dapat diartikan mengutip 
pendapat dari sumber aslinya.
2). Kutipan tidak langsung
Kutipan tidak langsung merupakan kutipan tidak menurut kata-
kata, tetapi menurut pokok pikiran atau semangatnya, dan dinyatakan
dalam kata-kata dan bahasa sendiri. Penulisan kutipan tidak langsung
panjang dan pendek juga akan dibedakan untuk kepentingan
kejelasan.10
4. Teknik Pengolaan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan,dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini
antara lain sebagai berikut:
                                                            
10.Tim Penulis, Tips dan Cara Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Yogyakarta: Shira 
Media, 2009), h. 17.
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1) Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai
dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang 
diambil adalah data yang berhubungan dengan materi hapusnya 
kewenangan menuntut dan mempidanakan menurut KUHP dan hukum 
pidana Islam.
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan
dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi
efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak
berputar-putar dalam membahas suatu masalah.
     Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang 
akan didekripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal 
ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan actual
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.
b. Analisis Data
Tekhnik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan
masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu
analisis data kualitatif.
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 
dapat dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 
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yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur 
bacaan.
F. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
   Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini di bagimenjadi 2 (dua) yaitu
tujuan umum dan tujuan khusus yang diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui konsep persamaan dan perbedaan antara 
hukum pidana Nasional dengan hukum pidana Islam.
b. Untuk mengetahui hapusnya kewenangan memnuntut dan 
mempidanakan menurut KUHP.




Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan
pengetahuan mengenai hapusnya kewenangan menuntut dan mempidanakan  
menurut KUHP dan hukum pidana Islam.
Dalam disiplin ilmu hukum Islam, penelitian ini memberi manfaat dalam
menumbuhkan kesadaran generasi muda akan pentingnya mengetahui dalam hal 
apa penuntutan dan pemidanaan  seseorang dapat hapus dalam hukum pidana.
Nasional dan juga mengetahui bahwa hapusnya kewenangan menuntut dan
mempidanakan terdapat pula dalam hukum pidana Islam.
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b) Kegunaan praktis.
1) Memberikan pemahaman kepada kalangan intelektual dalam dunia
ademisi dan masyarakat bahwa hapusnya kewenangan  menuntut dan 
mempidanakan sebenarnya terdapat pula dalam hukum pidana Islam.
2) Dengan adanya penelitian ini maka akan menambah referensi bagi 
pengajar mapun pelajar mengenai hapusnya kewenangan  menuntut dan 
mempidanakan menurut  KUHP dan hukum pidana Islam.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT 
DAN MEMPIDANAKAN MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL
A . Pengertian Hukum Pidana Nasional
Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa istilah hukum pidana itu 
dipergukan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari 
bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dengan istilah hukum perdata untuk 
pengertian burgerlijkrecht atau privaatrerecht dari bahasa Belanda.11 Menurut 
Soedarto, pidana adalah nestapa yang berikan oleh negara kepada orang yang 
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja 
agar diberikan sebagai nestapa.12
           Selanjutnya Soedarto mengatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum 
pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua pokok, yaitu: 
1. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan seseorang yang dianca pidana    
artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang 
menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-
perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang harus dipidana.
2. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang diterima oleh 
orang yang melakukan perbutan yang dilarang itu. 
                                                          
11Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Refika 
Aditama,2003), h. 1-2.
12Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: Alumni1981), h. 109-110. 
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Sedangkan definisi hukum pidana menurut Van Bammellen13 membagi ke 
dalam pidana materil dan pidana formil, selanjutnya Van Bammellen membagi kedua 
hal tersebut yaitu:
‘’Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-
turut,peraturan umum yang dapat ditetapkan terhadap perbuatan itu, sedangkan 
hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan 
dan menentukan tata tertib yang harus dilakukan pada kesempatan itu’’
Pada hakikatnya, hukum pidana materiil14 berisi larangan atau perintah yang  
jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil15 adalah 
hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materii. 
           Terlepas dari pembagian tersebut, menurut penulis, bahwa hukum pidana 
adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyuruh berbuat atau 
melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur 
dalam Undang-undang maupun peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.
Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai hukum pidana, 
antara lain sebagai berikut:
1. Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan 
hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti :
                                                          
13Mr. J.M Van Bammellen, Hukum Pidana 1 (Bandung: Bina Cipta,1987), h. 2.
14Menurut penulis bahwa hukum pidana materiil dapat ditemukan dalam KUHP dan Undang-
undang pidana khusus serta peraturan daerah. 
15Sedangkan hukum pidana formil dapat di temukan di KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana).
18
Hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh 
sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua 
bagian, yaitu : 
a. Bagian objektif, merupakan suatu perbuatan atas sikap yang bertentangan 
dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang 
menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk 
dipertanggungjawabkan menurut hukum.
Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil 
dapat ditegakkan.
3. Algrajanssen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan 
oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah 
melakukan suatu perbuahtan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut 
mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh 
terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah 
tidak melakukan suatu tindak pidana.16
Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai hukum Pidana, antara 
lain sebagai berikut :
a. Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada 
keseluruhan yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan 
aturan untuk :
                                                          
16Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 5-6.
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a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang 
disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa 
melanggar larangan tersebut. 
b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar 
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana 
yang telah diancam. 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
b. Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, 
yaitu : 
a. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang 
mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap 
pelanggarannya diancam dengan hukuman.
b. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur 
hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang 
dilarang. 17
c. Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang 
negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana 
dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan 
(maatregelen), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang 
dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh sebab itu, hakikat dan 
                                                          
17Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 7.
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tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran 
(justification) pidana itu.
d. Martiman Prodjohamidjojo, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari 
keseluruhan dari hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-
dasar dan aturan-aturan untuk : 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan 
disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang 
melanggarnya. 
b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan 
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang 
telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 
apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.18
e. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat 
dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga 
perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh sebab itu, 
sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang telah menghambat atau 
bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan 
masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu kemudian dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
a. Hukum Pidana sebagai hukum positif.
                                                          
18Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h.8.
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b. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan 
pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.
f. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. 
Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan 
dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya 
tidak mengadakan bahwa sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan 
hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya 
norma-norma diluar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana 
dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.
Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum diatas, penulis membuat 
kesimpulan dan menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah sekumpulan peraturan 
hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan 
sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi 
yang dipaksakan oleh negara. 19
B. Pengertian Penuntutan
Pada hakekatnya penegakan hukum bertujuan untuk menegakkan ketertiban 
dan kepastian hukum dalam masyarakat yang berintikan keadilan. Kepastian hukum 
tanpa didasarkan pada sendi-sendi keadilan akan menimbulkan ketidakpuasan dan 
mengandung banyak reaksi.
                                                          
19Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 4-9.
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Tujuan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) adalah untuk memenuhi aspirasi masyarakat Indonesia akan berwujudnya 
penegasan hukum yang lebih baik, lebih baik demokrasi dari pada masa berlakunya 
HIR. Dalam kosiderans, disebutkan bahwa tujuan KUHAP adalah untuk mewujudkan 
negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi 
HAM.
Pengertian penuntutan sebenarnya diatur dalam KUHAP pasal 1 butir 7 
KUHAP: 
‘’Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara 
pidana kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa 
dan diputus oleh hakim disidang pengadilan’’20.
Bertindak sebagai penuntut adalah penuntut umum yaitu jaksa yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakim. Menurut KUHAP, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang 
untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk kepada 
penyidik dalam rangka penyempurnaan penyidikan. Penuntutumum dapat 
menghentikan penuntutan dengan membuat atau menerbitkan surat ketetapan yang 
                                                          
20Brigjen. Pol. (P). Suharto Dan Jonaedi Efendi, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi 
Perkara Pidana, Mulai Proses Penyidikan Sampai Persidangan (Jakarta: Prestasi Putra Karya, 2010), 
h. 96. 
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diberitahukan kepada tersangka dan penyidik. Perkara dapat dihentikan 
penuntutannya karna:
1) Demi kepentingan hukum (misalnya, tidak cukup bukti).
2) Ditutup demi hukum (misalnya, tersangka/terdakwa meninggal dunia, ne bisin 
idem, daluarsa).
3) Penyampinganperkara oleh Jaksa Agung untuk kepentingan umum (asas 
opurtunitas/deponering ).21
Dalam pasal 1 butir 6 ayat b jo pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa penuntut 
umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan 
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Wewenang penuntutan ini ditegaskan oleh pasal 15 KUHAP yang berbunyi: 
‘’Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah 
hukumnya menurut ketentuan Undang-undang’’.
Kewenangan penuntut umum dalam hal melakukan penuntutan terbatas pada 
tindak pidana yang terjadi di daerah hukumnya saja. Untuk itu penuntut umum harus 
benar-benar mempelajari, mengetahui dan memahami secara sungguh-sungguh 
apakah benar tindak pidana itu terjadi didaerah hkmnya.  
Kekurang cermatan dari penuntut umum akan mempersulit diri sendiri 
didepan pengadilan. Kemudian jika terdakwa, penasehat hukumnya mungkin juga 
hakim yang memeriksa perkara tersebut mempermasalahkan mengenai tempat 
                                                          
21Ruslan Renggong, ‘’Hukum Acara Pidana’’, Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin 
Makassar, 2014.
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terjadinya tindak pidana. Untuk itu hendaklah cermat dan menguasai tentang teori 
locusdelectie (tempat terjadinya tindak pidana).
Wirjono Projokikoro, mendefinisikan penuntutan sebagai menuntut seseorang 
terdakwa dimuka hakim pidana untuk menyerahkan perkara seseorang terdakwa 
dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim 
memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.
Dalam pasal 137 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum berwenang 
melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana 
didaerah hukumnya dengan melimpahkan perkaranya kepengadilan yang berwenang 
mengadili perkaranya.
Setiap Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus sadar bahwa penuntutan adalah 
proses yang sangat penting dalam keseluruhan proses perkara acara pidana. Karna 
pada tahap proses penuntutan inilah terdakwa akan dibuktikan apakah ia benar-benar 
bersalah melakukan tindak pidana atau tidak didepan pengadilan. 
Berhasilnya penuntutan sangat tergantung kepada kemampuan penuntut 
umum dalam mengajukan alat-alat bukti yang membuktikan terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana atau memang benar terdakwa dalam 
mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. 
Keberhasilan penuntutan sangat tergantung pada peran penuntut umum dari 
mulai pra penuntutan ataupun penelitian berkas-berkas sampai pada tahap 
pembuktian didepan sidang pengadilan. Dengan bekal kemampuan penuntut umum 
untuk membuktikan bahwa terdakwa yang sangat bersalah melakukan tindak pidana 
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dan didukung oleh berkas perkara yang telah memenuhi berkas persyaratan fprmal 
maupun materil. 
Dengan demikian hakim diharapkan akan yakin bahwa terdakwa benar telah 
melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga 
pada akhirnya hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan tujuan hukum yaitu 
keadilan.22
C. Teori Tujuan Pemidanaan
Hukum pada manusia bertujuan untuk membuat manusia tahu akan 
ketidaktahuannya, bahwa ia ada demi keberadaannya, yakni manusia yang 
berkemanusiaan bersanding atas hidup dan kehidupan untuk membedakan ataupun 
menyamakan dualisme yang satu, yang senang tiasa beriringan, yakni antara tahu dan 
tidak tahu, dalam ide dan materi yang diterjemahkanoleh akal budinya, yang ide 
ataupun materi itu sendiri sedianya ada dan tertuang dalam sikap tindak yang 
merupakan pelebur antara ide dan materi, antara jiwa dan fisik, yang tampak akan 
kemanusiaannya dan beriringan dengan kehidupannya.
G. Radbruch, dalam Einfuhrung indie Rechswissenschaft, Stuttgart 1961 
menyatakan bahwa suatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum 
dibuatpun ada tujuannya.23 Sehingga tujuan pemidanaan pada masa ancient regime
                                                          
22Anas, ’’Hapusnya Hak Menuntut Serta Hilangnya Hak untuk Menjalankan Pidana’’, Skripsi 
(Makassar: Fak. Hukum Universitas Satria Makassar, 2014), h. 7-9.  
23Muhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2013), h. 123. 
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berlandaskan pada tujuan retributif, yaitu menjadikan pemidanaan sebagai sarana 
pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. 
Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan 
hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan. Pembalasan dikatakan adil sebagai 
tujuan pemidanaan  karna kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan 
asusila didalam masyarakat sehingga pelaku sangat pantas mendapatkan pembalasan 
yang setimpal.
           Tokoh teori retributif adalah Immanuel Kant (1724-1804) dan Hegel (1770-
1831). Pandangan mereka adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, 
sekalipun sebenarnya pidana tidak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan 
bukan kemasa depan dan kesalahan hanya ditebus dengan menjalani penderitaan.24
            Immanuel Kant menyatakan bahwa pemidanaan merupakan suatu ‘’imperatif 
kategoris’’ yaitu tuntutan mutlak dipidanya seseorang karna telah melakukan 
kejahatan25 sedangkan Heggel memandang bahwa pemidanaan adalah hak dari pelaku 
kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri.26
           Adapun ciri-ciri pokok dari teori retributif atau teori absolute ini, adalah 
sebagai berikut:27
      a. Tujuan pemidanaan hanya untuk pembalasan;
                                                          
24C. Rey Jeffery, Crime Prepention Through Environmental Design (London: Beverly Hills-
SAGE Publication inc, 1977), h. 16. 
25N Welker, RA Duff and David Garland. Reductivism and Deterrence, A Reader on 
Punishment (New York: Oxford University Press, 1995), h. 214. 
26J.G. Murphy, R.A. Duff and David Garland. Marxism and Retribution, A Reader on 
Punishment (New York: Oxford University Press, 1995), h. 47.
27Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 
1984), h. 17. 
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      b. Hanya pembalasan yang menjadi tujuan utama (the ultimate aim), dan 
tidak menjadi sarana untuk mencapai tujuan lainnya, misalnya 
kesejahteraan masyarakat (social welfare);
       c. Kesalahan moral (moral guilt) merupakan syarat satu-satunya penjatuhan 
pidana;
       d. Penjatuhan pidana harus sesuai dengan kesalahan moral pelaku;
       e. Pemidanaan melihat kebelakang sebagai suatu pencelaan yang murni dan 
tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau mensosialisasikan 
pelaku kejahatan.
           Cesarre Beccaria (1738-1794) melakukan tujuan keras terhadap teori 
pemidanaan dala teori retributive di atas. Beccaria mempertanyakan apakah 
pemidanaan merupakan sarana yang cocok untuk pemidanaan suatu kejahatan. 
Apakah pidana mati benar-benar berguna dan penting untuk menjamin keamanan dan 
keadilan bagi masayarakat, sebagaimana yang dikedepankan oleh hukum. Apakah 
hukuman yang sama terhadap pelaku selalu mendatangkan mamfaat. Pertanyaan 
paling penting yang dimunculkan oleh Baccaria adalah, apa cara terbaik dalam 
menanggulangi kejahatan.28
Menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, Baccaria berpendapat bahwa hukum 
harus mampu memberi kebahagiaan yang sejati dari sebagian besar masyarakat (the 
greatest  happiness for the greatest number), untuk menjamin kebahagian terbesar 
                                                          
28Cesarre Bassaria, On Crime and Punishment (New York: Marsilio Publisher, Corp Edition 
Copy  Right, 1996), h. 8-9.
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ini, maka sanksi pidana harus terlebih dahulu ditentukan didalam Undang-undang 
yang dibuat melalui kekuasaan Legislaif, sebagai perwujudan dari kontrak sosial. 
Hakim tidak mempunyai kekuasaan untuk menginterpretasikan Undang-undang 
karena mereka bukan pembuat Undang-undang, sehingga hakim hanya boleh 
menjalankan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang.29
Tujuan pemidanaan menurut Baccaria adalah mencegah seseorang untuk 
melakukan kejahatan, dan bukan menjadi sarana balas dendam masyarakat. Oleh 
karna itu, pidana yang kejam tidak membawa mamfaat bagi keamanan dan ketertiban 
masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan menurut Baccaria lebih baik dengan 
menggunakan upaya preventip dari pada melakukan pemidanaan.
Terdapat beberapa teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dan tujuan 
pidana antara lain sebagai berikut:
1. Teori Absolute atau Teori Pembalasan (Retributive/Vergeldings Theorieen)
Pidana dijatuhkan semata-mata karna orang telah melakukan kejahatan atau 
tindak pidana (quia peccatum est). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada 
sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar 
pembenaran dari pidana terletak pada adanya dan terjadinya kejahatan itu sendiri.30
            Menurut Johannes Andenais tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori 
absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya 
yang menguntungkan adalah sekunder.
                                                          
29J.M. van Bemmellen, Hukum Pidana 2 (Bandung: Bina Cipta, 1991), h. 1-2.
30Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 
1984), h. 10-11.
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              Menurut Immanuel Kant dalam “Philosophy Of Law” pidana merupakan 
suatu tuntutan kesusilaan. Pidana sebagai “Kategorische Impiratief” yakni seseorang 
harus dipidana oleh hakim karna ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan alat 
untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.
               Heggel berpendapat bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai 
konsekuensi dari adanya kejahatan, karna kejahatan adalah pengingkaran terhadap 
ketentuan hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana 
merupakan “negation der negation” (peniadaan atau pengingkaran terhadap 
pengingkaran).
2 . Teori Relatif atau Teori Tujuan (Utilitarian/doeltheorieen) 
Pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. 
Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk 
melindungi kepentingan masyarakat sehingga Johannes Andenaes menyebutnya 
sebagai “teori perlindungan masyarakat”. Niggel Welker menyebut teori ini sebagai 
teori atau aliran reduktif (the reductive point of view) karna dasar pembenaran pidana 
menurut teori ini adalah untuk mengurai frekuensi kejahatan sehingga penganut teori 
ini disebut golongan Reducers.
            Pidana bukanlah sekedar untuk ,melakukan pembalasan atau pengimbalan 
kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan 
tertentu yang bermamfaat sehingga teori ini disebut teori juga teori tujuan (Utilitarian 
theory). Dasar pembenaran adanya pidana pada teori ini adalah terlatak pada 
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tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “qula peccatum est” (karna orang yang
melakukan kejahatan) “ne peccatur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).
Tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan dapat dibedakan antara prevensi 
spesial “special deterrence” dan prepensi general “general deterrence”. Prevensi 
spesial berarti pidana dimaksudkan untuk mempengaruhi tingkah laku siterpidana 
untuk tidak melakukan tidak pidana lagi, ini berarti pidana bertujuan untuk 
siterpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat 
sehingga disebut juga Repormation atau Rehabilitationtheory. Prevensi general 
berarti pidana dimaksudkan untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat
pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.
               Menurut Johannes Andenaes ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian 
‘’general deterrence’’, yaitu:
a. pengaruh pencegahan;
b. pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral, dan
c. pengaruh untuk mendorong kebiasaan pengaruh patuh pada hukum.        
              Dalam pengertian ‘’general prevention’’ menurut Johannes Andenaes tidak 
hanya mencakup adanya pengaruh pencegahan tetapi terdapat juga didalamnya 
pengaru moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana. Teori yang 
menekankan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan 
kejahatan ini dikenal dengan sebutan Teori Deterrence sehingga menurut J. Andenaes 
bah pengertian general prevention berbeda dengan general deterrence. 
             Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi: 
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a. menegakkan kewibawaan (gezagshandhaving);
b. menegakkan norma (normhandhaving), dan 
c. membentuk norma (normvorming).
Van Bermmelen memasukkan apa yang disebut sebagai “daya untuk 
mengamankan” (de beveligende werking) bahwa merupakan kenyataan khususnya 
pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan 
selama berada didalam penjara dari pada kalau dia derada diluar penjara. 
3. Teori Gabungan (Verenegings Theorieen)
Pellegrino Rossi menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa 
deratnya pidana tidak boleh melampauisuatu pembalasan yang adil, namun pidana 
mempunyai berbagai pengaruh antara lain: perbaikan sesuatu yang rusak dalam 
masyarakat dan prevensi general.
Penganut teori ini antara lain: Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan 
Beling. Bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan termasuks didalamnya 
mengenai pembalasan, prevensi general, serta perbaikan.31
Bismar Siregar mengatakan bahwa yang pertama-tama patut diperhatikan 
dalam pemberian pidana, bagaimana agar kiranya hukuman badania mencapai 
sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan 
sitertuduh, karna tujuan penghukuman tiada lain mewujudkan kedamaian dalam 
kehidupan manusia.
                                                          
31Rahman Syamsuddin dan Ismail Anis, Mengenal Hukum Indonesia (Makassar: Alumni, 
2014), h.252-256
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Selain itu, dalam buku yang ditulis oleh Djoko Prakoso mengenai dasar 
pemidanaan terhadap percobaan, terdapat beberapa teori yang mengenai alasan 
penuntutan pidana terhadap pelaku kejahatan., yaitu:
1. Teori subyektif
Menurut teori ini, dasar patut pidananya seseorang terlatak pada sikap batin 
atau watak yang berbahaya bagi pelaku. Penganut teori ini adalah Van Hamel. 
2. Teori obyektif
Menurut teori ini dasar patut pidanya seseorang terletak pada sifat 
berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh sipembuat.32.
Teori ini terbagi memnjadi dua yaitu:
a. Teori obyektif formil, yang menitifberatkan sifat berbahayanya perbuatan itu 
terhadap tata hukum. Menurut teori bahwa suatu delik merupakan suatu 
rangkaian perbuatan yang terlarang, jadi apabila seseorang telah melakukan 
perbuatan sebagian dari delik yang terlarang itu yang berarti telah 
membahayakan tata hukum. Teori ini dianut oleh Duynster dan Zevenvergen.
b. Teori obyektif materil, yang menitif beratkan pada sikap berbahayanya 
perbuatan terhadap kepentingan/benda hukum. Penganut teori adalah antara 
lain Simons. 
3. Teori Campuran 
Teori ini melihat dasar dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu: sikap batin 
pembuat yang berbahaya (segi subyektif) dan juga sikap berbahayanya perbuatan 
                                                          
32Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1984), h. 5-8.
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(segi obyektif). Termasuk penganut teori ini adalah: Langemeyer dan Jonkers. Prof 
Moeljatno juga termasuk penganut aliran ini, menurut beliau rumusan delik 
percobaan mengandung dua inti, yaitu yang subyektif (nilai untuk melakukan 
kejahatan tertentu) dan yang obyektif (kejahatan tersebut telah mulai dilakukan tetapi 
tidak selesai dilakukan). Dengan demikian menurut beliau dalam percobaan tidak 
mungkin dipilih salah satu dari kedua teori tersebut karna ketika demikian berarti 
menyalahi dua inti dari delik percobaan; ukurannya harus mencakup dua kriteria 
tersebut (obyektif dan subyektif). Disamping itu beliau mengatakan bahwa baik teori 
subyektif, apabila dipakai secara murni akan membawa kepada ketidakadilan.33
D. Alasan Penghapus Penuntutan
Suatu contoh tentang dasar peniadaan penuntutan, ialah apabila suatu 
perbuatan telah lewat waktu (verjaard). Dalam hal lewat waktu ini, penuntut umum 
tidak dapat lagi melakukan penuntutan, seandainya penuntut umum tetap ingin 
melakukan penuntutan, maka akan ditolak oleh hakim atau tuntutan penuntut umum 
tidak dapat diterimah (niet onvankelijk verklaring van het O. M.).
Hilangnya hak menuntut karna lewat waktu (verjaard) diatur dalam pasal 78 
KUHP sedangkan hapusnya hak menuntut karna nebis in idemdiatur dalam pasal 76 
KUHP. Disitu dikatakan “kecuali dalam hal putusan hakim dapat diubah (feit)yang 
baginya telah diputuskan oleh hakim Indonesia dengan keputusan yang telah tetap”. 
                                                          
33Djoko Prakoso, Tindak Pidana Makar Menurut KUHP (Jakarta: Galia Indonesia, 1986), h. 
58-59.
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Dua hal yang perlu dijelaskan disini ialah, pertama pengertian perbuatan (feit)
dan putusan yang telah tetap.
Van Hamel menunjukkan ada tiga pengertian perbuatan (feit) itu:
1) Perbuatan (feit), terjadinya kesalahan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya 
dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya dan apabila dalam suatu 
penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula 
penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu kemudian dari yang lain.
2) Perbuatan (feit), perbuatan yang didkwakan. Ini terlalu sempit, diambil contoh: 
seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan 
kematian, kemudian ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat
dilakukan penuntutan atas dassr “sengaja melakukan paembunuhan” karna hal ini 
lain dari ‘’penganiayaan yang mengakibatkan kematian’’. Vos tidak dapat 
menerima pengertian perbuatan dalam arti yang kedua ini.
3) Perbuatan (feit) perbuatan materil, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan 
dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini maka ketidak pantasan yang ada 
pada pengertian terdahulu dapat dihindari.
Jika ada perbedaan tempat dan waktu suatu perbuatan materil terjadi masalah 
pula, misalnya jika seseorang dituntut untuk melakukan suatu perbuatan yang 
dilakukan di Jakarta pada tanggal 1 januari 1991 tidak dapat dituntut atas perbuatan 
itu juga yang dilakukan di Bogor pada tanggal 1 januari 1990. Loge Raad dahulu 
selalu menerapkan pengertian yang ketiga. 
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Van Bammelen dan Pompe melihat hubungan erat antara pengertian 
perbuatan di dalam pasal 76 KUHP dan pasal 63 KUHP (gabungan delik/concursus). 
Pompe memberi definisi tentang perbuatan yang sama antara pasal 76 dan pasal 63 
KUHP “tingkah laku konkret yang ditunjukkan pada tujuan yang sama sepanjang 
tujuan itu menjadi obyek norma”. Putusan yang telah memiliki tujuan tetap berlaku 
sebagai keputusan yang tidak dapat diubah lagi. Ini meliputi setiap putusan bebas dari 
tuntutan hukum dan pemidanaan dan juga putusan pidana bersyarat.
Berbeda dengan peniadaan penuntutan seperti tersebut dimuka, jika suatu 
perbuatan ternyata berdasarkan keadaan tertentu tidak dapat dipidana, tuntutan 
penuntut umum tetap dapat diterima. Dalam hal terakhir ini putusan hakim akan 
menjadikan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (onslagen van alle rechtsver 
volging).
Di sinilah letak perbedaan antara dsar peniadaan penuntutan dan dasar 
peniadaan pidana, yaitu pada putusan hakim. Dalam hal tersebut berakhir, karna 
putusan hakim adalah putusan akhir (vonnis), sedangkan yang tersebut pertama, 
disebut penetapan hakim (beschiking). Jadi upaya hukumnya pun akan berbeda dalam 
melawan putusan tersebut. Dalam hal putusan lepas dari segala tuntutan hukum upaya 
hukum menurut penetapan hakum berupa tuntutan penuntut umum tidak dapat 
diterima ialah perlawanan (verzet).34
                                                          
34J.M. Van Bemmelen, Ons Strafrecht Deel 1 Het Materiele Strafrecht  Algemeen Dee 
(Groningen: H.D. Tjeek Willing, 1986), h.170.
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Menurut van Bemmelen selanjutanya, kadang kala sulit untuk membedakan 
apakah itu dasar peniadaan penuntutan taukah dasar paeniadaan pidana, karna istilah 
yang dipakai oleh pemuat Undang-undang tidak selalu jelas. Sering disebut bahwa 
suatu ketentuan pidana dalam keadaan tertentu tidak dapat diterapkan, yang 
menunjukkan dasar peniadaan penuntutan, padahal maksud dari pembuat Undang-
undang ialah melarang penjatuhan pidana dalam hal itu.
Hal baru jika tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, maka dapat 
kembali dilakukan penuntutan yang kedua terhadap perbuatan yang sama asalkan 
dasar peniadaan penuntutan telah dihapuskan sedangkan apabila terjadi putusan lepas 
dari segala tuntutan hukum maka penuntutan kedua tidak dimungkinkan.
Di samping itu sulit menentukan apakah sesuatu dalam rumusan merupakan 
unsur/elemen ataukah suatu dasar peniadaan pidana atau fait d’excuse. Vos memberi 
contoh tentang “izin” yang dikeluarkan pemerintah apakah merupan unsur ataukah 
fait d’excuse. Perbedaan ini penting sekali dalam hal pembutan surat dakwaan dalam 
pembuktian, jika ia merupakan unsur/elemen maka itu harus dibuktikan sesuai 
dengan ketentuan pembuktian. Juga penting untuk putusan hakim, jika pelanggaran 
terhadap izin merupakan unsur, maka putusannya ialah bebas, kalau ternyata 
dakwaan tidak dapat dibuktikan. 
Jika suatu izin merupakan dasar peniadaan pidana atau fait d’excuse,maka 
putusannya ialah terbebas dari segala tuntutan hukum. Jelas menurut Vos, jika tertulis 
“ini atau itu dilarang tanpa izin” dan jika terjadi pelanggaran adalah merupakan suatu 
unsur. Sebaliknya suatu izin merupakan dasar peniadaan pidana jika kata-katanya 
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berbunyi: “peraturan tidak ditetapkan jika diberikan izin”, begitu pula “pembuat tidak 
dipidana jika ada izin”. Apabila meragukan maka menurut Langemeijer pelanggaran 
terhadap izin dipandang sebagai suatu unsur (element).35
Di dalam KUHP terdapat empat hal yang menggugurkan penuntutan pidana 
yaitu: ne bis in idem, terdakwa meninggal dunia, daluarsa dan penyelesaian perkara 
diluar pengadilan.
a) Ne bis in idem, ketentuan mengenai ne bis in idem atau suatu perkara tidak 
boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang hakim telah diadili dengan 
putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi alasan gugurnya 
penuntutan pidana yang diatur dalam pasal 76 KUHP sebagai mana yang telah 
disebutkan diatas. Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk memberikan 
kepastian hukum kepada masyarakat ataupun kepada setiap individu agar 
menghormati putusan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan putusan 
yang berkekuatan hukum tetap berupa: putusan bebas, putusan lepas dari 
segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan.
b) Terdakwa meninggal dunia, ketika terdakwa meninggal dunia itu dapat 
dijadikan dasar untuk menhentikan penuntutan pidana. Penjatuhan hukuman 
pidana harus ditujukan kepada pribadi orang yang melakukan perbuatan 
pidana. Apabila orang yang melakukan pidana meninggal dunia, maka tidak 
                                                          
35Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, h. 150.
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ada lagi penuntutan pidana baginya atas perbutan yang dilakukannya.36Jika 
orang itu meninggal dunia maka penuntutan pidana kepadanya menjadi gugur 
atau dengan kata lain ‘’kewenangan menuntut pudana gugur jika terdakwa 
meninggal dunia’’.
c) Daluarsa, latar belakang yang mendasari daluarsa sebagai alasan yang 
menggugurkan penuntutan pidana adalah dikaitkan dengan kemampuan daya 
ingat manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti 
lenyap atau tidak memiliki nilai untuk hukum pembuktian. Daya ingat 
manusia baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi seringkali tidak mampu 
untuk menggambarkan kembali kejadian yang telah terjadi dimasa lalu. Bahan 
yang diperlukan dalam perkara semakin sulit untuk dipertanggungjawabkan 
yang disebabkan oleh kerusakan dan lain-lain.37Atas dasar hal inilah, maka 
pembentuk Undang-undang harus memilih satu kebijakan yakni kewenangan 
untuk melakukan suatu penuntutan pidana menjadi gugur karna alasa daluarsa 
dengan tenggang waktu tertentu. Tenggang waktu tertentu yang menjadi 
alasan daluarsa penuntutan dibedakan menurut jenis atau berat ringan 
perbuatan pidana.
d) Penyelesaian perkara diluar pengadilan, penyelesaian perkara diluar 
pengadilan sebagai alasan yang menggugurkan penuntutan pidana diatur 
                                                          
36Leden Marpaung, Asas-Teori- Praktek Hukum Pidan,Vol 2(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 
101.
37Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum 
Pidana Kodifikasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 198.
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didalam pasal 82 ayat 1 KUHP yang berbunyi: ‘”Kewenangan menuntut 
pelanggaran yang diancam dengan denda saja menjadi hapus, kalau dengan 
suka rela membayar denda maksimum dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan 
kalau penuntutan telah dimulai atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh 
aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya”.
Ketentuan pasal 82 ayat 1 KUHP tersebut sering kali disebut lembaga 
penebus (afkoop) atau lembaga hukum perdamaian (schikking) sebagai alasan yang 
menggugurkan penuntutan pidana hanya dimungkinkan pada perkara tertentu, yaitu
suatu perkara pelanggaran yang diancam dengan denda secara tunggal, pembayaran 
denda harus sebanyak maksimum ancaman pidana denda seberat pidana biaya lain 
yang harus dikeluarkan, atau penebusan harga-harga tafsiran bagi barang yang 
terkena perampasan, dan harus bersifat sukarela dari inisiatif terdakwa sendiri yang 
sudsh cukup umum.38
Dalam konsep KUHP gugurnya kewenangan penuntutan pidana tidak hanya 
terdapat empat hal sebagaimana yang diatur dalam KUHP, tetapi diperluas menjadi 
sebelas hal, yaitu:
a. Telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. Terdakwa meninggal dunia; 
c. Daluarsa; 
d. Penyelesaian perkara diluar pengadilan;
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e. Maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori 
III;
f. Presiden memberi amnesti atau abolisi;
g. Penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain 
berdasarkan perjanjian;
h. Tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik 
kembali, dan
i. Pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.39
Kecuali adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan 
hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghilangkan pertanggungjawaban 
pidana pelaku yang dengan demikian menghapus pemidanaan terhadap pelaku, 
terdapat pula alasan yang mendahului alasan penghapus pidana tersebut. Jika alasan 
ini dapat diterima maka jaksa tidak dapat melakukan penuntutan.
Alasan-alasan itu adalah: alasan dengan tempat berlakunya KUHP (locus 
delicti). Ini kemudian menjawab pertanyaan apakah perbuatan yang dilakukan oleh 
tersangka berada dalam ruang lingkup KUHP. Kita harus mengingat pasal 2-8 
KUHP, jika memang perbuatan itu dilakukan dalam pasal tersebut diatas, maka 
penuntutan tidak dapat dilakukan.40
                                                          
39Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP, Bab II, Pasal 145.
40Teguh Prasetyo,Hukum Pidana, h. 127.
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E. Alasan Penghapus Pidana
Selain mengatur masalah yang menggugurkan penuntutan KUHP juga 
mengatur masalah hal-hal yang menggugurkan pelaksanaan pidana, terhadap orang 
yang dinyatan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap, orang tersebut diwajibkan menjalankan atau melaksanakan hukuman atau 
pidana yang dijatuhkan kepadanya. Namun demikian, dalam hal tertentu pelaksanaan  
pidana yang harus dijalankan seseorang itu bisa menjadi gugur.
Terdapat tiga hal yang menggugurkan pelaksanaan pidana yang diatur dalam 
KUHP, yaitu:
1. Terpidana meninggal dunia. 
Dalam hukum pidana terdapat suatu doktrin yang menyatakan bahwa, hukuma 
atau pidana dijatuhkan semata-mata kepada pribadi terpidana karna tidak dapat 
dibebankan kepada ahli warisnya.41 Pasal 83 KUHP menyatakan bahwa 
“kewenangan menjalankan atau melaksanakan pidana hapus jika terpidana meninggal 
dunia”.
Gugurnya pelaksanaan pidana jika terdakwa meninggal dunia tidak hanya 
terbatas pada pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, tetapi juga termasuk pidana 
tambahan seperti perampasan barang, tetapi tidak termasuk perintah untuk merusak 
barang atau menjadikan barang itu tidak bisa digunakan lagi. Hal yang terakhir bukan 
merupakan pidana melainkan tindakan yang dimiliki kepolisian untuk kepentingan 
keamanan. 
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2. Daluarsa
Ketentuan mengenai daluwarsa itu diatur dalam pasal 84 KUHP yang 
berbunyi:
a) Kewenangan menjalankan pidana hapus karna daluarsa;
b) Tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran malanya dua tahun, 
mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima 
tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya sama dengan tenggang 
daluarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga;
c) Bagaimanapun juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya 
pidana yang dijatuhkan;
d) Wewenang menjalankan pidana mati tidak mungkin daluarsa.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pelaksanaan pidana mati menjadi gugur 
karna daluarsa jika pidana yang dijatuhkan kepada terpidana bukan pidana mati. Bagi 
terpida yang dijatuhi pidana mati aturan mengenai daluarsa sebagai alasan yang 
menggugurkan pelaksanaan pidana tidak dapat dilakukan kepada terpidana itu. Lalu 
bagaimana jika terpidana dijatuhi pidana seumur hidup, KUHP ternyata tidak 
mengaturnya. Karna yang secara eksplisit disebutkan sebagai alasan yang tidak 
menggugurkan pelaksanaan pidana karena daluarsa dalah pidana mati, sedangkan 
pidana seumur hidup tidak dijelaskan.
Ketentuan mengenai daluarsa dalam KUHP sebagai alasan yang 
menggugurkan pelaksanaan pidana memiliki kelemahan terutama dalam kaitannya 
dengan pidana seumur hidup yang dijatuhkan kepada terpidana. 
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3. Grasi
Grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk menghapuskan seluruh 
pidana yang telah dijatuhkan hakim atau mengurangi pidana atau menukar hukum 
pokok yang berat dengan suatu pidana yang lebih ringan .
Ketentuan mengenai grasi diatur dalam pasal 14 Undang-undang Dasar 1945. 
Secara historis grasi merupakan hak raja, sehingga dianggap sebagai anugerah yang 
dimiliki oleh seorang raja. Akan tetapi, saat ini grasi merupakan suatu alat untuk 
menghapuskan sesuatu yang dianggap tidak adil jika hukum yang berlaku 
menimbulkan ketidakadilan. Ketentuan khusus mengenai grasi diatur dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi yang menggantikan Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1950 tentang grasi.42
Selain hal-hal yang dapat menghapuskan pidana seperti yang disebutkan 
diatas, terdapat pula hal-hal yang dapat membuat terdakwa lepas dari segala tuntutan 
hukum, seorang terdakwa dapat lepas dari segala tuntutan hukum disebabkan hal-hal 
sebagai berikut;
a. Salah satu tuntutan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak cocok 
dengan tindak pidana. Misalnya terdakwa mengambil barang hanya untuk 
memakai bukan berniat untuk memiliki.
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b. Terdapat keadaan- keadaan yang istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak 
dapat dihukum. Misalnya karna pasal 44, 48, 49, 50, 51 masing-masing dari 
KUHP.43
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Negeri Upaya & Eksekusi (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.135.
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BAB III
TINJAUAN UMUM RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA ISLAM
A. Pengertian Hukum Pidana Islam
Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam Alquran dan literatur 
hukum dalam Islam, yang ada dalam Alquran adalah kata syariah, fikih, jinayah, 
jarimah, dan hukum Allah yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam 
merupakan terjemahan dari term “Islamic Law”
Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur barat dapat ditemukan 
defenisi hukum Islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan 
setiap muslim dalam segala aspeknya.44Dari definisi ini artinya hukum Islam lebih 
dekat dengan pengertian syariah.
Hasby Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi daya 
upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat”.45Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mengacu pada makna fiqih.  
Untuk lebih memahami tentang hukum Islam, perlu terlebih dahulu diketahui 
arti dari kata “hukum”. Sebenarnya tidak ada arti sempurna tentang hukum. Namun, 
untuk mendekatkan kepada arti yang lebih mudah dipahami, meski masih 
mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari
Oxford English Dictionary perlu diungkapakan. Menurutnya hukum adlah “the body 
of rules, wheter proceeding from formal enactment or from custom, whict a 
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particular state or community recognizes as binding on istmembers or subjects”. 
46(Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui 
oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai pengikat bagi anggotanya).
Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: 
“Sekumpulan peraturan berdasakan wahyu Allah dan sunnah Rosul tentang tingkah 
laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk seluruh 
ummat beragama Islam”.47
Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa hukum Islam 
mengcakup hukum syariat dan hukum fikih, karena arti syara’ dan fikih terkandung 
didalamnya, disamping membahas masalah fikih dan syariah, hukum Islam juga 
membahas masalah hukum pidana Islam (jinayah).
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqih jinayah. Fiqih jinayah
adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal 
yanag dilakuakn oleh orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai 
hasil dari permasalan hukum dari dalil-dalil yang terperinci dari Alquran dan hadis.48
Kata al-jinayah (pidana) merupakan bentuk jamak darai kata jinayah. Kata itu 
berasal dari kata jana-yajni yang berarti ‘mengambil’. Istilah kata jana ats-tsamrah
(menagambil buah) digunakan jika seseorang memetik langsung dari pohon. Istilah 
jana ala kaumihi jinayatan digunakan jika seseorang berbuat dosa terhadap kaumnya, 
jika ia membuat dosa atau kesalahan yang wajib dikenakan sanksi.  
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Al-jinayat dalam defenisi syar’i bermakna sestiap perbuatan yang diharamkan. 
Makna pekerjaan yang diharamkan adalah setiap pekerjaan yang diharamkan oleh 
syar’i karena adanya dampak negatif; karna bertentangan dengan agama, 
membahayakan jiwa, akal, harga diri, ataupun harta. 49
Dalam hukum pidana Islam, hukum kepidanaan atau yang disebut juga 
jarimah (perbuatan tindak pidana). Jarimah terbagi atas:
1. Jarimah Hudud
Adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya ada 
didalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa had
(ketetapan yang berada didalam Alquran dan Sunnah), hukumannya berupa rajam, 
jilid atau dera, potong tangan, penjara kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, 
pengasinga dan salib.50
2. Jarimah Qishash Diat
Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman 
qishash atau diat. Baik qishash maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah 
ditentukan oleh syara’. Perbedaannya dengan hukuman had adalah, bahwa had adalah 
hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diat adalah hak manusia 
(individu).51
Jarimah qishash dan diat ada dua macam, yaitu:
                                                          
49Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,  vol. 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), h. 271.
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a) Qishash an-nafs (pembunuhan), yaitu qishash yang membuat korbannya        
meninggal, sering juga disebut dengan kelompok al-qatlu (pembunuhan).
b) Qishash ghairu an-nash, yaitu qishash yang membuat korbannya cidera atau 
melukai korbannya tidak sampai meninggal, sering disebut kelompok al-jharu 
(pencedera).52
3. Jarimah Ta’zir
Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir. 
Pengertian ta’zir menurut bahasa adalah ta’dib atau memberi pelajaran. Ta’zir juga 
diartikan Ar Rad wa Al-man’u, artinya menolak dan mencegah.
Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al 
Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut: “Ta’zir itu adalah hukuman 
pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditemukan hukumannya oleh 
Syara’.’’
Secara rigkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta’zir itu adalah hukuman 
yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkann diserahkan kepada ulil amri, baik 
penentuannya maupun pelaksanaanya. Dalam menentukan hukuman tersebut, 
penguasa hanya menetapakan hukuman secara global saja, artinya pembuat Undang-
undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing  jarimah ta’zir, melainkan 
hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai 
seberat beratnya.
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B. Tujuan Hukum Pidana Islam
Tujuan hukum Islam pada umumnya adalah menegakkan keadilan 
berdasarkan kemauan sang pencipta manusia sehingga menegakkan keadilan, 
ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karna itu putusan hakim harus 
mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh 
terhadap hukum berarti mencintai kedilan. Hal ini, berdasarkan dailil hukum yang 
bersumber dari Alquran Surah An-Nisaa’ ayat 65:
                            
               
Terjemahnya:
Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka 
menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian 
mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang 
kamu berikan, dan mereka beriman dengan sepenuhnya.53
Dalil hukum dari ayat Alquran diatas, dapat diketahui dan dipahami bahwa 
Allah menjelaskan bahwa walaupun ada orang yang merasa beriman, tetapi pada 
hakikatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau mematuhi putusan hakim yang 
adil, seperti putusan Nabi Muhammad Saw. sebagai rasul yang pernah menetapakan 
penyelesaian perselisihan diantara ummatnya. Sebagai contoh sebuah suatu peristiwa 
yang diceritakan oleh Bukhari-Muslim, yaitu Subair bin Awwan mengadukan kaum 
laki-laki dari kaum Anshar kepada Nabi Muhammad Saw. dalam satu perselisihan 
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tentang air untuk kebun kurma. Nabi Muhammad saw.memberikan putusan seraya 
berkata kepada Subai: “Airilah kebunmu terlebih dahulu kemudian airkanlah air itu 
kepada tetanggamu”. Maka laki-laki itu berkata: “Apakah karna dia anak bibimu hai 
Rasulullah”. Maka berubahlah muka Nabi karna dia mendengar tuduhan yang 
dimaksud. Namun, Nabi Muhammad berkata lagi (untuk menguatkan putusannya) ‘’ 
hai Subair airilah kebunmu sampai air itu meratainya, kemudian engkau airkanlah 
kepada kebun tetanggamu.’’54
Hikmah peristiwa diatas adalah hukum itu harus dipatuhi dan setiap putusan 
harus mengandung rasa keadilan agar dengan ikhlas dipatuhi oleh setiap anggota 
masyarakat.
Kasus mengairi kebun yang langsung ditangani oleh Nabi Muhammad itu, 
mengandung rasa keadilan. Sebab kedua belah pihak mendapatkan bagian air yang 
memungkinkan tumbuhnya pohon-pohan kurma itu sebagai sumber mata kehidupan 
mereka berdua. Dari kasus ini juga jelas bahwa Nabi Muhammad sangat mencela 
sifat monopoli dalam setiap usaha yang dilakukan didunia ini.
Selain hal diatas, dapat juga dipahami bahwa pemanfaatan hak milik seperti 
tanah sebagai salah satu sumber kehidupan manusia yang paling vital, hendaklah 
menggunakan asas keseimbangan. Sebagai contoh bahwa setiap orang dapat 
menggunakan hak miliknya menurut kehendaknya, tetapi ia pun berkewajiban dalam 
menggunakan haknya yang dimaksud, tidak mengganggu hak orang lain. Misalnya, 
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bebas menggunakan haknya sesuai dengan kehendaknya, tetapi ia berkewajiban pula 
menjalani pemenuhan kepentingan umum seperti menjamin lancarnya pengairan yang 
berdekatan dengan tanahnya yang mengairi sawah petani. Oleh karna itu, ia tidak 
boleh mengelolah tanah tersebut dengan mengakibatkan dapat terhambatnya saluran 
air kepersawahan para petani. Sebalinya seseorang tidak dapat dengan menggunakan 
dalih untuk kepentingan umum, sehingga tidak memberi ganti kerugian yang wajar 
terhadap tanah yang diambil untuk kepentingan umum.55
Namun, jika tujuan hukum Islam itu dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat 
oleh Allah dan Nabi Muhammad, baik yang termuat di dalam Al-quran maupun yang 
terdapat dalam hadis, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia didunia maupun 
diakhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang tidak berguna kepada kehidupan 
manusia. Dengan demikian tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia 
baik rohani maupun jasmani, individu dan masyarakat. 
Menurut Adami Chazawi, fungsi hukum pidana Islam adalah untuk mengatur 
dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara 
ketertiban umum.56 Secara operasional, diwujudkan dalam tiga fungsi, yakni: 
Pertama, fungsi melindungi kepentingan umum dari perbuatan yang menyerang dan 
memerkosanya; Kedua, fungsi memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka 
negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang melindungi; 
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dan Ketiga, fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara 
menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.57
Kemaslahatan yang dimaksud dirumuskan oleh Abu Ishak Asy-Syathibiy dan 
disepakati oleh ahli hukum Islam lainnya seperti yang dikutip oleh H. Hamka Haq, 
yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.58 Oleh karena itu tujuan 
hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek yaitu:
1) Pembuat hukum Islam (Allah swt dan Nabi Muhammad saw). Tujuan hukum 
pidana Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat 
primer, sekunder dan tersier (istilah fikih disebut darurriyah, hajiyyat dan 
tahsiniyyat). Selain itu, adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia 
dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kemampuan manusia untuk 
memahami hukum Islam melalui metodologi pembentukannya (usul al-fiqh).
2) Pelaku hukum (manusia). Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai 
kehidupan manusia yang bahagia. Caranya adalah mengambil yang 
bermamfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Singkat kata 
adalah untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik 
didunia maupun di akhirat.59
Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier yang 
telah disebut dalam istilah fikih: darurriyah, hajiyyat, dan tahsiniyyat adalah 
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58H. Hamka Haq, Filsafat Ushul Fiqh (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998), h. 68.
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kehidupan hidup manusia dalam melaksanakan eksistensinya sebagai khalifah 
dibumi. 
Berdasarkan tujuan hukum Islam diatas, dapat dirumuskan bahwa tujuan 
hukum pidana Islam adalah memelihara agama (hifd al-din), memelihara jiwa (hifd 
al-nafs), memelihara akal (hifd al-aql), memelihara keturunan (hifd al-nasl) dan 
memelihara harta (hifd al-mal).60 Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam 
amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan syari’at 
yang disebutkan diatas, hanyalah dapat dicapai dengan mentaati ketentuan hukum 
pidana Islam, dan dua diantaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, 
yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh 
ketentuan hukum pidana Islam.61
C. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam
Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diperoleh suatu 
pengertian bahwa obyek pembahasan fiqih jinayah secara garis besar adalah hukum-
hukum syara’ yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya. Dengan 
perkataan lain, masalah yang dibahas dalam fiqih jinayah dan hukum pidana pada 
umumnya adalah tindak pidana dan hukumannya.62
Ruang lingkup hukum pidana Islam yang akan dibahas meliputi tujuh 
perbuatan yaitu pencurian, perzinahan (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh 
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zina (al-qadzab), meminum minuman yang memabukkan (khamar), membunuh 
dan/atau melukai seseorang, merusak harta orang lain, melakukan gerakan kekacauan 
dan sebagainya. 
Hukum kepidanaan dimaksud disebut jarimah. Jarimah terbagi dua, yaitu 
jarimah hudud dan jarimah takzir. Kata Hudud (berasal dari bahasa Arab) adalah 
jamak dari kata had. Had secara harpiah adalah beberapa kemungkinan antara lain 
batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. Had dalam bahasa fikih (hukum 
Islam) adalah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan 
fisik atau moral; sedangkan menurut syari’at Islam yaitu ketetapan Allah yang 
terdapat dalam Alquran, dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. 
Tindak kejahatan yang dimaksud baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, 
sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fikih disebut jarimah. Jarimah hudud adalah 
tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih, seorang yang menjadikan 
pelakunya dikenakan sanksi had.63
Jenis-jenis had yang terdapat dalam syari’at Islam, yaitu rajam, jilid atau 
dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, 
pengasingan/deportasi dan salib. Adapun jarimah, yaitu delik pidana yang pelakunya 
diancam sanksi had, yaitu zina (pelecehan seksual); qadzaf (tuduhan zina); sariqah
(pencurian); harabah (penodongan, perampokan, teroris); khamar (minuman dan 
obat-obatan terlarang); bughah (pemberontakan atau subversi); dan riddah/murtad
(beralih atau pindah agama). Selain jarimah hudud dalam hukum pidana Islam, ada 
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juga jarimah ta’zir. Jarimah ta’zir secarah harfiah bermakna memuliakan atau 
menolong. Namun tazir dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang 
bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula 
harus membayar kaffarah atau diat. Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang 
menjadi obyek pembayaran ta’zir adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran 
seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat pelanggaran selain zina, pencurian 
yang tidak sampai satu nisab harta. 
Jenis hukuman yang temasuk jarimah ta’zir antara lain hukuman penjara, 
skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran degan kata-kata, dan jenis 
hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam 
hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman ta’zir diserahkan 
sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran 
ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan atau dapat 
dijatuhi oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan ke lembaga 
pemasyarakatan, lalu mengulangi untuk mencuri ketika ia sudah dikenai sanksi 
hukuman penjara, hakim berwenang menjatuhi hukuman mati kepadanya. 
Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk 
menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan ta’zir adalah pihak pemerintah kecuali 
guru dalam hal mendidik murid-muridnya, orang tua dalam rangka mendidik anak-
anaknya, suami dalam rangka mendidik istrinya. Ketentuan dimaksud, perbuatan 
yang dilakukan oleh guru, orang tua, suami, hakim, sebatas sesuai dengan kepatutan 
dan bersifat upaya mendidik, bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai. 
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Selain itu, perlu diungkapkan bahwa dalam hukum pidana Islam dikenal delik 
pidana qishash. Secara harfiah qishash artinya memotong atau membalas. Qishash 
yang dimaksud dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang 
dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Lain halnya diat. 
Diat berarti denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus 
dibayar pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang 
dilakukannya.64
Sanksi hukum bagi orang yang membunuh diserahkan kepada manusia, dalam 
arti manusia sebagai subyek hukum diberikan kewenangan untuk memilih sanksi 
hukum dari dua alternatif, yaitu:
1. Pembunuh itu diberikan hukuman yang setimpal, yaitu dibunuh bagi orang 
yang melakukan pembunuhan sengaja.
2. Pembunuh membayar diat kepada keluarga korban bagi pembunuhan yang 
tidak disenagaja. 
Qishash dibagi atas dua, sesuai yang dikutip oleh Arif Furqon, yaitu qishash 
an-nafs (pembunuhan) dan qishash ghair an-nafs (bukan pembunuhan). Qishash an-
nafs yaitu qishash yang menyebabkan korbannya meninggal. Qishash ghairu an-
nafsyaitu qishash yang berkaitan dengan pidana pencederaan atau melukai, namun 
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korbannya tidak sampai meninggal. Kelompok pertama disebut al-qatlu (pembunuh) 
dan kelompok kedua disebut al-jharu (pencedera).65
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BAB IV
ANALISIS HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DAN 
MEMPIDANAKAN MENURUT KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM
A. Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana     
Nasional
Syari’at Islam sama pendiriannya dengan hukum Nasional dalam menetapkan 
jarimah atau tindak pidana dan hukumannya, yaitu dari segi hukuman. Baik hukum 
pidana Islam maupun hukum pidan Nasional keduanya bertujuan memelihara 
kepentingan dan ketenteraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidup. 
Meskipun demikian terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya, karena 
memang watak dan tabiat keduanya jauh berbeda.
Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: 
1.   Hukum Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan budi pekerti 
yang luhur, karena akhlak yang luhur merupakan sendi atau tiang untuk 
menegakkan masyarakat. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang 
bertentangan dengan akhlak selalu dicela dan diancam dengan hukuman. 
Sebaliknya, hukum pidana Nasional tidaklah demikian. Menurut hukum 
pidana Nasional ada beberapa perbuatan yang walaupun bertentangan 
dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur tidak dianggap sebagai tindak 
pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung 
bagi perseorangan atau ketenteraman masyarakat. Sebagai contoh adalah 
perbuatan zina. Menurut hukum Islam zina adalah perbuatan yang 
bertentangan dengan akhlak yang mempunyai dampak negatif terhadap 
59
masyarakat. Oleh karenanya, hukum Islam memangdangnya sebagai 
jarimah dan mengancamnya dengan hukuman, dalam keadaan dan bentuk 
bagaimanapun juga, baik dilakukan dengan suka sama suka oleh perjaka dan 
gadis maupun oleh orang-orang yang sudah berkeluarga. Akan tetapi, hukum 
positif tidak menganggap hubungan kelamin diluar pernikahan sebagai 
tindak pidana dan karenanya tidak mengancamnya dengan hukuman, 
kecuali apabila terjadi perkosaan terhadap salah satu pihak atau pelakunya 
adalah orang yang pelakunya masih dalam ikatan perkawinan dengan orang 
lain.
Contoh lain adalah meminum minuman keras. Menurut syari’at Islam 
perbuatan meminum minuman keras bertentangan dengan akhlak makanya 
pelaku dihukum dengan hukuman baik ia mabuk ataupun tidak. Akan tetapi 
dalam hukum pidana Nasional hal ini tidak dianggap sebagai tindak pidana 
kecuali apabila hal itu dilakukan dijalan-jalan umum dan menimbulkan 
mabuk, karena hal itu akan mengganggu orang banyak. Dalam Pasal 536 
KUHP disebutkan:
“Barangsiapa yang ternyata mabuk dijalan umum, dipidana dengan pidana 
denda sebanyak-banyaknya dua ratus dua puluh lima ribu rupiah”.66
2.   Undang-undang hukum pidana Nasional adalah produk manusia, sedangkan 
hukum Islam bersumber dari Allah (Wahyu). Dengan demikian dalam 
hukum pidana Islam terdapat beberapa tindak pidana yang hukumannya 
                                                          
66M, Boediarto dan k. Wantjik Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1982), h. 165.
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sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya (Al-qur’an dan As-Sunnah) yaitu 
jarimah hudud dan qishash. Disamping itu, ada pula tindak pidana yang 
hukumannya diserahkuan kepada penguasa (Ulil Amri) yaitu jarimah ta’zir.
Meskipun demikian bukan berarti penguasa bertindak sewenang-wenang, 
karena dalam pelaksanaannya ia harus berpedoman kepada ketentuan-
ketentuan umum yang bersumber dalam Al-qur’an dan As-Sunnah.
Dari perbedaan dalam segi sumber atau penciptaannya ini tergambarlah dengan 
jelas bagaimana sifat kedua hukum tersebut dengan memperhatikan sifat penciptanya. 
Hukum pidana Nasional adalah merupakan produk ciptaan manusia tentunya serba 
tidak lengkap dan tidak sempurna, karena penciptanya pun tidak sempurna, lemah dn 
terbatas kemampuannya. Itulah sebabnya Undang-undang selalu berkembang sesuai 
dengan perkembangan masyarakat. Sebaliknya hukum Islam adalah ciptaan Allah 
yang sifatnya serba mampu, sempurna agung dan serba tahu akan peristiwa yang akan 
terjadi. Oleh karenanya maka tentu saja ciptaannya juga sempurna, konstan dan tidak 
diubah-ubah atau diganti-ganti, terutama dalam jarimah yang berbahaya, yaitu hudud 
dan qishash.
B. Analisis Pasal-Pasal dalam KUHP tentang Hapusnya Kewenangan     Menuntut
dan Mempidanakan
Alasan penghapus menuntut pidana dirumuskan dalam buku kesatu yaitu 
dalam bab 3 buku kesatu KUHP yang terdiri atas pasal 44, Pasal 48 sampai dengan 
Pasal 51, sedangkan buku kesatu KUHP bab 8 terdiri atas pasal 76 sampai ke pasal 85 
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KUHP. Analisis Pasal-Pasal dalam KUHP tentang alasan yang menyebabkan 
hapusnya kewenangan menuntut dan mempidanakan antara lain:
1. Pasal 44 KUHP (Pelaku yang Sakit/Terganggu Jiwanya)67
           Dalam pasal 44 KUHP, pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus 
bagi pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karna jiwanya 
sakit atau kurang sempurna akalnya pada saat perbuatan itu dilakukan olehnya. Sakit 
jiwa atau kurang sempurna akalnya yang ada pada diri sipelaku memang sesuatu yang 
ada atau dialaminya sejak ia lahir atau timbul kemudian (pada seseorang yang tadinya 
normal) pada saat ia melakukan perbuatan pidana tersebut. Dengan demilian harus 
ada hubungan kausal (sebab akibat) antara penyakit jiwa pelaku dengan perbuatan 
yang dilakukannya itu. Jadi bukan penyakit jiwa yang dialami pelaku setelah ia 
melakukan tindak pidana.
Hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pidananya, 
melainkan hanya menunda proses penuntutan atau penundaan eksekusi pidananya 
(apabila penyakit jiwanya timbul setelah vonis hakim, atau jiwanya terganggu setelah 
di jatuhi pidana). Oleh karna itu dalam proses pemeriksaan perkaranya harus 
didasarkan pada tiga hal, yaitu:
1. Adakah cacat dalam pertumbuhan atau gangguan karna penyakit dari jiwa?
2. Kalau ya, adakah hubungan kausal antara cacat dalam pertumbuhan atau 
gangguan karna penyakit dan dilakukannya pebuatan?
3. Kalau ya, adakah perbuatan barang kali dapat dicelakan kepada pembuat?
                                                          
67Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP, Bab 3, Pasal 44. 
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Berdasarkan ayat 3 dari pasal 44 KUHP ini kewenangan untuk tidak 
menghukum pelaku berdasarkan sakit jiwa ini hanya ada padana pada hakim 
(kewenangan ini tidak ada pada polisi ataupun pada jaksa penuntut umum) akan 
tetapi dalam penuntutanapakah pelaku menderita penyakit jiwa atau sakit berubah 
akal itu, hakim harus mendapatkan keterangan dari saksi ahli dalam bidang ilmu 
kejiwaan (psikiatri). Psikiatrilah yang menentukan apakah pelaku menderita sakit 
jiwa atau tidak.
Meskipun demikian hakim dalam memberikan keputusannya tidaklah terikat 
dengan keterangan yang diberikan oleh psikiater, hakim dapat menerima atau 
menolak keterangan yasng diberikan oleh psikiater tersebut. Penerimaan atau 
penolakan hakim ini tentunya harus diuji berdasarkan kepatutan dan kepantasan.68
2. Pasal 48 KUHP (Perbuatan yang Dilakukan dalam Keadaan Terpaksa)
Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “paksaan’’. 
Akan tetapi menurut memorie van toelichtingyang dimaksud dengan dengan paksaan 
itu adalah “een kracht,, een drang een dwang waaraan men geen weerstand kan 
bieden’’ (suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan 
dan tidak dapat ditahan).69
Dengan demikian tidak setiap paksaan itu dapat dipakasakan sebagai alasan 
penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang tidak dapat dilawan atau 
dietakkan lagi oleh pelaku, paksaan ini dikenal dengan paksaan yang absolut. 
                                                          
68H. M. Hamdan, Alasan Penghapus Pidana (Bandung: Refika Aditama,2014), h. 78.
69H. M. Hamdan, Alasan Penghapus Pidana, h. 79.
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Misalnya seseorng yang dipaksa untuk menandatangani suatu pernyataan yang tidak 
benar, dalam keadaan tangannya dipegang oleh orang lain.
Disamping itu apabila seseorang yang dipaksa dalam keadaan jiwanya yang 
tertekan (jadi tekanan secara psikhis/paksaan relatif), juga dapat dijadikan sebagai 
alasan penghapus kewenangan menuntut pidana. Misalnya seseorang yang dalam 
keadaan ditodang senjata api dipaksa untuk menandatangani suatu pernyataan yang 
tidak benar. Orang tersebut dapat saja lari dan menghindar dari resiko tertembak. 
Meskipun orang tersebut dalam hal ini masih dapat memilih perbuatan lain (selain 
tindak pidana), akan tetapi tidaklah dapat diharapkan karna dengan pilihan lain resiko 
akan jauh lebih besar, oleh karna itu pantaslah perbuatannya itu dapat dicelakan 
kepadanya.
Paksaan relatif dan paksaan absolut ini dapat dibedakan antara kedua hal 
tersebut adalah dalam paksaan karna keadaan dalam arti seseorang melakukan itu 
memang dalam keadaan tertentu/terpaksaontoh (meskipun paksaan itu datangnya dari 
orang lain) tanpa adanya paksaan dari orang lain. Seperti contuh tersebut diatas, 
orang tersebut dipaksa menandatangani suatu pernyataan yang tidak benar karna 
dalam keadaan tangannya di pegang oleh orang lain. 
Sementara dalam paksaan karna ancaman, seseorang yang melakukan 
perbuatan memang atas dasar adanya ancaman dari pihak lain. Seperti contoh diatas 
bahawa seseorang dipaksa menandatangani suatu pernyataan karna ditodong senjata 
api.
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Dengan demikian berdasarkan dua contoh diatas, maka perbuatan yang 
dilakukan dalam keadaan terpaksaini dapat digolongkan sebagai alasan pembenar da 
juga dapat digolongkan sebagai alasan pemaaf. Apabila paksaan tersebut seagai 
alasan yang absolut yang datangnya dari luar (bukan dari diri pribadi pelaku itu 
sendiri) maka perbuatan tersebut sebagai alasan pembenar, tetapi apabila paksaan 
tersebut adalah paksaan yang relatif, yang datangnya dari dalam diri pribadi pelaku 
itu sendiri, maka perbuatan tersebut termasuk dalam alasan pemaaf.
3. Pasal 49 ayat 1 KUHP (Perbutan yang Dilakukan untuk Membela Diri)70
Dari bunyi pasal ini, maka penghapusan pidana dapat dijadikan alasan  
apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan, atau 
harta benda diri ataupun orang lain.
b. Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukumyang terjadi pada 
saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya 
serangan yang mengancam, bukan prbuatan yang bertujuan untuk 
mempersiapkan sebelum adanyaatau terjadinya serangan yang telah berakhir.
c. Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa 
atau dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang 
harus dilakukan) utuk menghindari dari serangan yang melawan hukum 
tesebut. Dengan demikian perbuatan pelaku dalam hal ini diperlukan adalah 
untuk membela hak atas keadilan, maka harus pula dilakukan secara 
                                                          
70Sinar Grafika (Jakarta: KUHAP DAN KUHP), h. 22.
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proposional/seimbang. Dengan demikian tidaklah dapat dibenarkan untuk 
melakukan perlawanan dengan menggunakan pistol terhadap serangan 
melawan hukum yang hanya menggunakan tangan kosong.
Jadi apabila perbuatan yang dilakukan itu memenuhi ketiga syarat 
sebagaimana yang disebutkan diatas, maka perbuatan orang tersebut dapat 
dibenarkan, dan oleh karnanya sifat melawan hukum dari perbuatan itu dapar 
dibenarkan/dihapuskan.71
Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Seseorang tidak 
boleh melampaui batas keperluan dan keharusan, Asas ini disebut asassubsidiaritas 
(subsidiariteit), Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang 
dipakai dalam satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus 
proporsional. Tidak semua alat dapat dipakai. Hanya yang pantas, masuk akal.72
Menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya 
sudah cukup maka jangan ditembak mati, pembelaan itu harus sangat perlu. Begitu 
juga pendapat Hoge Raad (15 januari 1957). Tetapi, Hazewinkel-Suringa menyatakan 
bahwah lari jika mungkin itu serangan dari orang gila.
Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan, kesusilaan 
dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai, dan kehormatan bergerak badan. 
Kehormatan kesusilaan meliputiperasaan malu seksual. Lebih sempit dari pada 
kehormatan tetapi lebih luas dari pada tubuh saja.
                                                          
71H. M. Hamdan, Alasans Penghapus Pidana, h. 81.
72Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 166-167
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4. Pasal 48 ayat 2 KUHP (Pembelaan Diri yang Melampaui Batas)73
Ada persamaan antara pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan 
terpaksa yang malampaui batas  (noodweer exces), yaitu keduanya mensyaratkan 
adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, 
kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain.
Perbedaannya ialah :
1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), pembuat 
melampaui batas karena pembelaan jiwa yang hebat, oleh karena itu.
2. Maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, 
hanya orangnya tidak dapat dipidana karena kegoncangan jiwa yang hebat.
3. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar 
pemaaf, sedangkan pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan dasar 
pembenar karena melawan hukumnya tidak ada. 
Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, batas pembelaan yang perlu 
dilampaui, jadi tidak proporsional. Melampaui batas pembelaan yang perlu ada dua 
macam, Pertama, orang yang diserang sebagai akibat kegoncangan jiwa yang hebat 
melakukan pembelaan pada mulanya sekejap pada saat diserang. Jadi, disini ada dua 
fase, pertama ialah noodweer exces. Kedua ialah orang yang berhak membela diri 
                                                          
73Pasal 49 ayat 2 berbunyi: ‘’Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung 
disebabkan oleh goncangan jiwa yang hebat karna serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. 
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karena terpaksa karena akibat kegoncangan jiwa yang hebat sejak semula memakai 
alat yang melampaui batas.74
5. Pasal 50 KUHP (Melaksanakan Peraturan Undang-Undang)75
Pasal ini menentukan pada prinsipnya orang melakukan suatu perbuatan 
meskipun itu merupakan tindak pidana, tetapi apabila dilakukan berdasarkan perintah 
Undang-Undang maka sipelaku tidak boleh dihukum. Asalkan perbuatannya itu 
memang dilakukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi
pelaku.
Dengan demikian dalam hal ini suatu kepentingan yang lebih besar yang 
harus diutamakan pelaku, jika dihubungkan dengan teori (theory of lesser evils), 
maka dalam hal ini pelaku tidak dipidana karena melakukan suatu perbuatan untuk 
kepentingan yang lebih besar, lebih baik. Kepentingan yang lebih besar, yang lebih 
baik ini merupakan alasan pembenar baginya untuk melakukan perbuatan tersebut, 
meskipun perbuatan itu merupakan perbuatan pidana. Masalahnya adalah apakah 
yang dimaksud dengan Undang-Undang tersebut, dan apakah juga termasuk 
peraturan per Undang-Undangan yang diatasnya (secara hirarki).
Dalam hal ini yang dimaksud ialah semua peraturan perundang-undangan 
yang berlaku (dalam arti luas) yang memberikan kewenangan / kekuasan kepada 
pelaku untuk melaksanakannya, termasuk peraturan perundang-undangan yang tidak 
sah asalkan hal itu dilakukan dengan etikad yang baik. Dengan kata lain undang-
                                                          
74Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, h. 167-168.
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undang yang tidak sah itu dijalankan dengan anggapan bahwa undang-undang itu 
adalah sah. Apabila hal itu, maka bukan lagi sikap melawan hukum perbuatannya 
yang hapus, akan tetapi kesalahan pelaku yang hapus, ia tidak mempunyai kesalahan, 
dan oleh karena itu ia tidak boleh dipidana.
Tidak dipidananya pelaku dalam hal ini juga harus memperhatikan 
karakter/watak kepribadian pelaku. Apakah pelaku memang mempunyai kepribadian 
dalam hal menjalankan tugasnya selalu dalam etikat baik atau tanpa mempunyai rasa 
tanggung jawab sama sekali. Jika karakter pelaku adalah orang yang selalu 
menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, maka alasan penghapus pidana berlaku 
baginya. 
Demikian pula, dalam hal menjalankan perintah undang-undang ini harus 
dilakukan secara proporsional/seimbang. Misalnya seorang polisi yang menembak 
seorang penjahat yang melarikan diri dapat dibenarkan dari pada ia menembak 
seseorang yang hanya untuk menghentikan orang yang melanggar rambu-rambu lalu 
lintas yang melarikan diri. Jadi menembak seorang penjahat yang melarikan diri 
dianggap layak dan dapat dibenarkan dibandingkan dengan menembak orang yang 
melarikan diri karena melanggar rambu-rambu lalu lintas. 
6. Pasal 51 Ayat 1 KUHP (Melakukan Perintah Jabatan yang Sah)76
Menurut pasal ini seseorang yang melakukan perintah untuk melakukan suatu 
atau tidak melakukan sesuatu dari suatu jabatan atau penguasa yang sah, meskipun 
                                                          
76Pasal 51 ayat 1 berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”
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perintah tersebut merupakan tindak pidana ia tidak boleh dihukum. Yang 
dimaksudkan perintah ini tidak harus dalam bentuk tertulis saja,  dan yang secara 
langsung disampaikan kepadanya, akan tetapi dapat juga dalam bentuk instruksi lisan 
dengan menggunakan sarana komunikasi. 
Akan tetapi yang harus diperhatikann bahwa antara yang memerintahkan 
dengan yang diperintah harus ada hubungan jabatan dan dalam ruang lingkup 
kewenangan / kekuasaan menurut hukum publik (meskipun tidak harus sebagai 
pegawai negeri sipil). Dengan kata lain yang penting diperhatikan disini orang yang 
diberikan perintah tersebut adalah orang yang berwenang / berhak (perintah yang sah 
dari yang berwenang) dan yang diperintah melaksanakannya karena sesuai dengan 
atau berhubungan dengan pekerjaannya. 
Suatu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa dalam hal melaksanakan perintah 
jabatan ini, harus diperhatikan asas keseimbangan, kepatutan, kelayakan, dan tidak 
boleh melampaui dari batas keputusan dari orang yang memerintah. Dengan demikian 
jika perintah jabatan yang dilaksanakan itu melampaui batas-batas kepatutan dan 
kelayakan maka perbuatan itu tidak boleh dibenarkan. Dengan kata lain tidak dapat 
dijadikan sebagai alasan pembenar untuk menghapuskan pidananya. Jika diperhatikan 
bunyi pasal 1 ayat 1 KUHP, maka pasal ini dapat melindungi para pegawai, 
karyawan, atau pekerja lainnya yang pada umumnya mempunyai atasan atau 
pimpinan. Mereka ini dalam melakukan pekerjaan, tentunya tidak akan ragu-ragu 
oleh karena apa yang mereka lakukan, kerjakan adalah sesuai dengan perintah dari 
atasan/pimpinan mereka. 
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Jika ditinjau dari sudut teori hukuman, maka pasal ini ada kaitannya dengan 
theory of pointless punishment. Tidak ada gunanya, manfaatnya menjatuhkan 
hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan demi melaksanakan tugas atau 
perintah dari atasan/pimpinan mereka. 
Jika orang-orang yang melakukan perintah atasan mereka selalu dibayang-
bayangi oleh ketakutan dengan adanya ancaman hukuman dari apa yang mereka 
kerjakan maka mereka para pegawai, karyawan dan sebagainya akan senantiasa ragu-
ragu dalam melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaanya. 77
7. Pasal 51 Ayat 2 KUHP (Melakukan Perintah Jabatan yang Tidak Sah Tapi 
Dianggap Sah)78
Pasal ini menentukan bahwa melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, 
tetapi merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya tidak dapat 
dijatuhkan alasan untuk menghapuskan pidana (tidak membebaskan pelakunya dari 
hukuman). Akan tetapi apabila perintah tersebut dilaksanakan oleh orang yang 
menerima perintah dengan etikad baik karena memandang perintah tersebut adalah 
perintah dari pejabat yang berwenang, dan melaksanakan perintah tersebut termasuk 
dalam ruang lingkup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan maka ia tidak dipidana. 
Dalam hal ini ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya 
(kesalahannya dibebankan kepada orang yang dberi perintah). Dengan kata lain, 
                                                          
77H.M. Hamdan, Alasan Penghapus Pidana, h. 84-85
78Pasal 51 ayat 2 KUHP berbunyi : “Perintah Jabatan tanpa wewenang  tidak menyebabkan 
hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan etikad baik mengira bahwa perintah yang 
diberikan dengan wewenang dan melaksanakannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.
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pelaku yang melaksanakan perintah yang tidak sah dapat dihapuskan pidananya 
apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Perintah itu dipandangnya sebagai perintah yang sah;
2. Dilakukannya dengan etikad baik dan 
3. Pelaksanaannya memang dalam ruang lingkup tugas-tugasnya yang memang 
biasa ia lakukan.
Sebaliknya jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugas-tugasnya yang 
biasa ia lakukan, maka etikad baiknya dalam melakukan perintah itu dapat diragukan. 
Jadi dalam hal ini, pembuat Undang-Undang bermaksud untuk menjaga “Kepatutan 
buta” dari orang yang mendapatkan tugas / yang menerima perintah, yang dapat 
membawa akibat pemidanaan terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain seseorang 
yang menerima perintah atau tugas dari seseorang harus waspada dan teliti.
Sama halnya dengan pasal 51 ayat 1, maka pada pasal 51 ayat 2 ini juga akan 
melindungi para pegawai, karyawan atau pekerja lainnya yang melaksanakan tugas, 
pekerjaan atas perintah dari pimpinan mereka meskipun perintah tersebut adalah 
perintah yang tidak sah. Mereka melakukan perintah tersebut dengan etidak baik, 
karena beranggapan bahwa perintah itu memang harus dikerjakan dan masih dalam 
ruang lingkup dan sesuai dengan tugas-tugas mereka. Jadi ditinjau dari teori 
hukuman, maka pasal ini ada kaitannya dengan theory of pointless punishment. 
Tidak ada gunanya, manfaatnya menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melakukan 
perbuatan demi melaksanakan tugas atau perintah dari atasannya, pimpinan mereka, 
meskipun perintah tersebut tidak sah. Akan tetapi dalam pasal 51 ayat 2 ini perlu 
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diingat kembali bahwa tidak dipidananya pelaku dalam hal ini juga harus 
memperhatikan karakter / watak kepribadian dari pelaku. Apakah pelaku memang 
mempunyai kepribadian dalam hal menjalankan tugas-tugasnya selalu dalam etikad 
baik atau tanpa mempunyai rasa tanggung jawab sama sekali. Jika karakter pelaku 
memang selalu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik maka alasan dihapusnya 
pidananya dapat dibenarkan.79
8. Pasal 76 KUHP (Perbuatan yang Telah Diputus dengan Putusan yang Telah 
Menjadi Tetap)
Perbuatan yang telah diputus dan perbuatan itu telah menjadi tetap (in kracht 
van gewijsde) disimpulkan sebagai rumusan Ayat 1 pasal 76 KUHP yang bunyinya 
ialah ‘’kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak dapat 
dituntut dua kali karena perbuatannya yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya 
telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap’’. Ketentuan pasal 76 Ayat 1 
diletakkan suatu dasar yang disebut dengan asas ‘’ne bis in idem’’ yang melarang 
negara untuk menuntut dua kali terhadap si pembuat yang perbuatannya telah diputus 
oleh pengadilan yang putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.80
Adanya larangan bagi negara untuk menuntut terhadap si pembuat kaerna 
perbuatannya yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap, bertitik tolak pada alasan untuk kepastian hukum 
(rechtszekerbeit)dalam suatukasus perkara pidana, baik bagi si pembuat maupun 
                                                          
79H. M. Hamdan, Alasan Penghapus Pidana, h. 86.
80Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), h. 152. 
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negara dan masyarakat maupun pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan 
kasus tersebut. Bagi si pembuat termasuk juga keluarganya ialah untuk rasa 
ketentraman diri bahwa dirinya tidak akan diganggu dengan adanya tuntutan terus 
menerus oleh negara dalam perkara yang sama. Bagi negara ialah dapat terjaganya 
kewibawaan negara khususnya lembaga peradilan atas putusan yang dibuatnya. 
Demikian juga negara tidak terus-menerus disibukkan untuk menuntut dan mengadili 
orang yang sama dengan kasus yang sama.
9. Pasal 77 KUHP (Sebab Meninggalnya Si Pembuat)81
Pasal 77 KUHP menentukan bahwa ‘’kewenangan menuntut pidana hapus 
jika terdakwa meninggal dunia’’. Ketentuan ini berlatar belakang pada sikap pribadi 
dari pertanggungjawaban pidana dan pembalasan dari suatu pidana, yang dengan 
demikian tidak diperlukannya lagi pidana bagi yang sudah meninggal. Karena hak 
untuk menuntut hukuman gugur, permohonan kasasi yang dituduhkan oleh Jaksa 
yang tertuduhnya meninggal dunia, harus dinyatakan tidak dapat diterima.82
Bila si pembuat meninggal dunia sebelum pidana dijatuhkan, tidak diperlukan 
tindakan penuntutan untuk pada akhirnya menjatuhkan pidana terhadapnya toh 
kalaupun dijatuhkan pidana tidak ada mamfaat apa-apa bagi kepentingan penderitaan 
dan pembalasan kepada sipembuat. Walaupun sesungguhnya dari sudut yang lain, ada 
juga mamfaatnya bagi almarhum terdakwa agar penuntutan tetap berlanjut, yaitu 
                                                          
81Isi dari pasal 77 KUHP berbunyi ‘’Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh 
meninggal dunia’’.
82P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia(Bandung: Sinar Baru, 
1985), h. 75.
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dalam hal apabila terdakwa tersebut memang (secara materiil) tidak melakukan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang apabila Majelis Hakim tidak 
melakukan kesalahan yang pada akhirnya ia akan diputus pembebasan (vrijspraak). 
Dalam hal ini maka almarhum akan terbebas dari stigma (cap) seorang penjahat dan 
dengan demikian ini juga penting dalam hal menjaga nama baik dan kehormatan 
keluarganya.83
10. Pasal 78 Ayat 1 dan 2 (Sebab Telah Lampau Waktu atau Daluwarsa)
Kewenangan menuntut pidana hapus karena lewatnya waktu (Pasal 78 Ayat 1 
KUHP). Dasar dari ketentuan ini sama dengan dasar dari ketentuan Pasal 76 Ayat (1) 
tentang asas ne bis in idemialah untuk kepastian hukum dari setiap kasus pidana agar 
si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas 
waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu 
harus diakhiri.  
Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari 
penuntutan oleh negara, mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada 
setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu 
akan membuat ketidak tenangan hidup. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama 
sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang 
tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh 
pengadilan.
                                                          
83Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, h.169.
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Berapa lamakah tenggang waktu lewatnya seseorang pembuat tndak pidana 
untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa?. Dalam hal hal ini tergantung 
dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat. Hal 
ini tanpak pada ketentuan Pasal 78  Ayat (1), yang menetapkan, bahwa kewenangan 
menuntut pidana menjadi gugur dalam tenggang waktu, yakni:
1. untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan 
dengan percetakan, sesudah satu tahun.
2. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana 
kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam bulan.  
3. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih
dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan
4. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-
tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun. 
Sedangkan untuk pembuat anak-anak yang pada saat melakukan tindak pidana 
umurnya belum delapan belas tahun, menurut ayat (2) maka tenggang waktu 
daluwarsa hapusnya penuntutan pidana adalah dikurangi sepertiga dari ketentuan 
pada ayat pertama. 
11. Pasal 82 KUHP (Sebab Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan/Afkoop)
Pasal 82 memberikan kemungkinan suatu perkara pidana tertentu dengan cara 
tertentu dapat diselesaikan tanpa harus menyidangkan si pembuatnya dan 
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menjatuhkan pidana kepadanya.84 Tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan di 
luar sidang pengadilan, tetapi hanyalah perkara pelanggaran yang diancam dengan 
pidana denda saja, dengan cara “secara sukarela si pembuat membayar denda 
maksimum dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai”. 
Dengan telah dibayarkannya denda maksimum dan biaya-biaya tersebut, maka 
hapuslah kewenangan negara untuk melakukan penuntutan pidana terhadap diri si 
pembuat. Lembaga ini disebut dengan afkoop atau penebusan tuntutan pidana, yang 
hanya ada pada tindak pidana pelanggaran, khususnya yang di ancam dengan pidana 
denda saja.
Lembaga afkoop ini adalah merupakan perkecualian dari salah satu prinsip 
dalam hukum acara pidana tentang penyelesaian perkara pidana dengan menjatuhkan 
pidana hanya melalui pengadilan pidana, hanya pengadilan pidana saja yang dapat 
menjatuhkan pidana terhadap diri si pembuat. 
B. Konsep Hapusnya Pertanggungjawanan Pidana Serta Gugurnya Hukuman  
Menurut Hukum Pidana Islam
Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang bertalian dengan 
perbuatan atau karna hal-hal yang bertalian dengan keadaan pelaku.  Dalam keadaan 
yang pertama keadaan yang dilakukan adalah masih mubah (tidak dilarang) 
sedangkan dalam keadaan yang kedua perbuatan yang dilakukan tetap dilarang tetapi 
pelakukanya tidak dijatuhi hukuman. Sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan 
disebut asbab al-ibahah atau sebab diperbolehkannya perbuatan yang dilarang. 
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Sedangkan sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku disebut asbab raf’i al-
uqubah atau sebab dihapuskannya hukuman.
Asbab ai-ibahah atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada 
umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan demikian, 
perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat pada umumnya dilarang, kadang-kadang 
untuk orang-orang tertentu dibolehkan karena hal itu dilakukan dalam rangka 
pelaksanaan hak dan kewajiban. Misalnya, pembunuhan adalah perbuatan yang 
dilarang oleh syara’. Akan tetapi, bagi seorang algojo yang bertugas melaksanakan 
hukuman mati, membunuh seperti itu dibolehkan karena pada saat itu ia 
melaksanakan kewajibannya, kemudian dalam pemcurian ada hal khusus yang 
dijelaskan Nabi saw, untuk tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Rasulullah saw 
bersabda:
 ِﻦْﺑ ِﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﻦَﻋ ٍﺪﯿِﻌَﺳ ِﻦْﺑ ﻰَﯿْﺤَﯾ ْﻦَﻋ ُﺚْﯿﱠﻠﻟا ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺣ ُﺔَﺒْﯿَﺘُﻗ ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺣ
ِﻦْﺑ ِﻊِﺳاَو ِﮫﱢﻤَﻋ ْﻦَﻋ َنﺎﱠﺒَﺣ ِﻦْﺑ ﻰَﯿْﺤَﯾ  َلﺎَﻗ ٍﺞﯾِﺪَﺧ َﻦْﺑ َﻊِﻓاَر ﱠنَأ َنﺎﱠﺒَﺣ
ﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﮫﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ُﺖْﻌِﻤَﺳِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﮫ  ٍﺮَﻤَﺛ ﻲِﻓ َﻊْﻄَﻗ ﺎَﻟ ُلﻮُﻘَﯾ َﻢﱠﻠَﺳَو
ٍﺮَﺜَﻛ ﺎَﻟَو
Artinya:
Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari 
Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari pamannya Wasi' bin 
Habban bahwa Rafi' bin Khadij, berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW 
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bersabda, 'Tidak dikenakan hukum potong tangan karena mencuri buah-buahan 
dan mayang pohon kurma'. " Shahih: Ibnu Majah (2593).85
Abu Isa berkata, "Hadits di atas juga diriwayatkan sebagian perawi dari 
Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari pamannya Wasi' 
bin Habban, dari Rafi' bin Khadij, dari Rasulullah SAW, seperti riwayat Al-Laits 
bin Sa'ad. Malik bin Anas juga meriwayatkan hadits di atas dari Yahya bin Sa'id, 
dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Rafi' bin Khadij dari Rasulullah 
SAW, tetapi tidak disebutkan "dari Wasi" bin Habban.
1. Asbab Al-Ibahah
Diatas telah dikemukakan bahwa asbab al-ibahah atau sebab 
diperbolehkannya perbuatan dilarang itu ada enam macam. Keenam macam sebab 
tersebut akan diuraikan satu persatu.86
1. Pembelaan yang Sah
Pembelaan yang sah dalam syariat Islam ada dua macam yaitu:
1) Pembelaan Khusus (Daf’u Ash Shail)
Adapun yang dimaksud dengan pembelaan khusus menurut syari’at Islam 
adalah hak (kewajiban) seseorang untuk mempertahankan (melindungi) 
dirinya atau diri orang lain dan harta sendiri atau harta orang lain dengan 
memakai kekuatan yang diperlukan dari setiap serangan nyata yang tidak 
                                                          
85Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Mukhtasar Shahih Muslim (Kampung Sunnah: 
Pustaka Ebook Ahlusunnah, 2009), h. 1034
86Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam(Jakarta: Sinar Grafika 
Offset, 2004), h. 86.
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sah.87 Pembelaan khusus, baik yang bersifat wajib maupun mempertahankan 
hak hanya dimaksudkan untuk menolak serangan dan bukan dimaksudkan 
untuk hukuman terhadap serangan tersebut. Ini mengandung arti bahwa 
meskipun sudah ada pembelaan, namun penjatuhan hukuman atas serangan itu 
masih bisa dilakukan. Dasar hukum pembelaan khusus ini tercantum dalam 
Al-qur’an Surah Al-Baqarah ayat 194:
                    
                         
   
Terjemahnya:
Bulan Haram dengan bulan haram, dan  pada sesuatu yang patut dihormat. 
Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, 
Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah 
kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang 
bertakwa.88
2) Pembelaan Umum (Amar Ma’ruf Nahi Mungkar)
Pembelaan umum artinya pembelaan untuk kepentingan umum atau dalam 
istilah yang lebih populer amar ma’ruf nahi mungkar. Dasar hukum 
pembelaan umum tercantum dalam Al-qur’an Surah Ali ‘Imran ayat 104.
                                                          
87Ahmad Hanafi,Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 210-211.
88Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 48.
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                          
          
Terjemahnya:
Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh 
kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah 
orang-orang yang beruntung.(QS. Ali ‘Imram: 104).89
       Di kalangan ulama telah disepakati bahwa pembelaan umum atau amar 
ma’ruf nahi mungkar adalah merupakan sebuah kewajiban yang tidak boleh 
ditinggalkan. Pembelaan umum tersebut diadakan dengan tujuan agar 
masyarakat berdiri di atas kebajikan dan pada diri individu-individu yang ada 
di masyarakat ditumbuhkan sifat-sifat keutamaan, sehingga dengan demikian 
volume jarimah dan penyelewengan akan berkurang. Akan tetapi, para ulama 
masih berbeda pendapat tentang ketentuan atau batas wajib tertentu dalam dua 
hal, yaitu tentang sifat dari kewajiban tersebut apakah fardu ‘ain atau fardu 
kifayah dan tentang orang yang terkena kewajiban tersebut. Menurut sebagian 
ulama, hukum pembelaan umum adalah wajib ain yang dikenakan kepada 
setiap muslim, bahkan mereka mengatakan kewajiban tersebut lebih kuat dari 
kewajiban haji, karena itu kewajiban haji disyaratkan adanya istitha’ah 
(kesanggupan), sedangkan untuk pembelaan umum kesanggupan (istitha’ah) 
tersebut tidak disyaratkan. Menurut para ulama hukum dari pembelaan umum 
adalah wajib kifayah, seperti halnya jihad atau berperang yang diwajibkan 
                                                          
89Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 105. 
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untuk setiap orang tetapi kewajiban tersebut menjadi hapus apabila ada orang 
lain yang menjalankannya. 
2. Pengajaran (Ta’dib)
Adakalanya orang-orang yang berhak memberikan pengajaran adalah suami 
terhadap istrinya atau orang tua terhadap anaknya. 
1) Pengajaran terhadap Istri
Di antara hak suami terhadap syari’at Islam adalah mengajarkan istrinya, 
apabila istrinya tidak mentaatinya dan dalam hal-hal yang wajib ditaatinya, 
seperti keluar rumah tanpa izin suami. Dasar adanya hak tersebut adalah 
firman Allah dalam Alqur’an Surah An-Nisa’ ayat 34.                             
                        
                         
                 
                       
   
Terjemahnya:
Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan mereka (kaum laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan 
karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu 
wanita yang saleh, adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diriketika 
suaminya tidak ada, olek karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-
wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian 
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jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.(QS. An-
Nisaa’:34).90
Pengertian nusyuz (menyeleweng) dalam ayat di atas adalah penyelewengan 
terhadap suami. Lafaz nusyuz diambil dari kata nasyz yang berarti meninggi (irtifa’), 
karena seolah-olah istri meninggi dan angkuh dari kewajiban taat yang di tetapkan 
oleh Allah atas dirinya.
Para fuqaha sepakat bahwa suami pada umumnya berhak memberikan pengajaran 
pada istrinya apabila istrinya melakukan perbuatan maksiat  yang tidak terkena 
hukuman had, seperti keluar rumah tanpa perintah suami dan lain-lain. Walaupun 
suami tidak boleh memukul istrinya sesuai kehendak hatinya disyaratkan tidak 
sampai melukai. Pukulan yang bersifat pendidikan ini dibolehkan apabila memenuhi 
beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pukulan tidak mengenai muka dan bagian-bagian lain yang mengkhawatirkan.
b. Pukulan ditujukan untuk pendidikan dan tidak berlebihan serta layak dianggap 
pendidikan.
c. Suami tidak melaporkan perbuatan istrinya kepada pihak yang berwajib 
apabila perbuatan istrinya tidak menyakut perbuatan pidana. 
2) Pengajaran Terhadap Anak di Bawah Umur
Pengajaran terhadap anak-anak-anak dibawah umur bisa dilaksanakan oleh 
ayah, guru, pelatih, kakek dan washiy. Syarat-syarat pengajaran terhadap anak 
dibawah umur tidak jauh berbeda dengan pengajaran suami terhadap istrinya. 
                                                          
90Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 142.
83
Dengan demikian maka pendidikan dan pengajaran diberikan kepada anak 
karena kesalahan yang sudah dilakukan bukan terhadap kesalahan yang akan
dilakukan. Demikian pula pukulan jangan sampai melukai, tidak boleh 
mengenai wajah dan anggota badan yang mengkhawatirkan seperti perut dan 
kemaluan. Pukulan yang diberikan itu tidak boleh berlebihan dan layak 
dianggap sebagai pengajaran terhadap anak kecil.
3. Pengobatan 
Para ulama telah sepakat bahwa mempelajari ilmu kedokteran hukumnya fardhu 
‘ain apabila mempelajari ilmu trsebut diwajibkan, sedangkan tujuannya adalah untuk 
pengobatan, artinya pengobatan merupakan fardhu kifayah bagi dokter, apabila 
terdapat beberapa dokter dalam suatu negeri, dan menjadi fardhu ‘ain kalau hanya 
terdapat satu dokter.91 Dalam hal ini dokter tersebut tidak bisa mengelak dari 
tugasnya mengobati orang sakit yang datang kepadanya untuk berobat. 
Oleh karena pengobatan dokter itu merupakan suatu kewajiban, sebagai 
konsekuensi logisnya adalah bagi seorang dokter tidak dapat dituntut (dubebani 
pertanggungjawaban pidana) karena pekerjaannya dalam bidang pengobatan. Hal ini 
oleh karena menurut aturan pokok yang berlaku, pelaksanaan suatu kewajiban tidak 
dibatasi dengan syarat keselamatan obyeknya, yaitu orang yang diobati. 
4. Olahraga (Al-Furusiah)
Syari’at Islam menjunjung tinggi dan membolehkan jalan untuk menguatkan 
badan, menyegarkan pikiran, dan membankitkan keberanian serta kepahlawanan 
                                                          
91Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 108.
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melalui kegiatan olahraga yang lebih dikenal dikalangan ulama dengan istilah al’ ab 
al-furusiah, seperti pacuan kuda, panahan, tinju dan sebagainya. 
Dasar hukum tentang bolehnya olahraga ini antara lain firman Allah Surah Al-
Anfaal Ayat 60.92
                      
                        
                    
Terjemahnya:
Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan, apa saja yang kamu sanggupi 
dan dari kuda-kuda yang diambil untuk berperang (yang dengan persiapan itu) 
kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang yang selain 
mereka yang kamu tidak mengetahuinya; Sedang Allah mengetahuinya. Apa saja 
yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas cukup kepadamu dan 
tidak akan dianiaya (dirugikan). (QS. Al-Anfaal: 60).
Syari’at Islam membolehkan juga pemberian hadiah bagi yang berprestasi dalam 
bidang olahraga. Mengenai alasan hapusnya pertanggungjawaban tersebut , menurut 
sebagian sarjana hukum positif adalah karena tidak adanya niat yang melawan 
hukum. Menurut sebagian yang lain, alasan tersebut adalah karena adanya izin dari 
korban dan karena negara menganggap permainan olahraga sebagai perbuatan yang 
sah. Oleh karena itu, siapa yang melakukan permainan tersebut maka ia menjalankan 
haknya yang diberiakan oleh Undang-Undang dan dengan demikian ia tidak dibebani 
pertanggungjawaban. 
                                                          
92Kementerian Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, h. 321.
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5. Hapunya Jaminan Keselamatan
Adapun yang dimaksud dengan hapusnya jaminan keselamatan adalah kebolehan 
diambilnya tindakan terhadap jiwa seseorang atau anggota badannya, sehingga 
dengan demikian ia boleh dibunuh atau dilukai.93
Hapusnya jaminan keselamatan jiwa dan anggota badan berkaitan dengan 
terjadinya jarimah, bukan pada waktu dijatuhkannya hukuman. Dengan demikian, 
seseorang yang telah melakukan jarimah otomatis ia kehilangan jaminan 
keselamatannya, meskipun belum ada vonis hukuman mati atau hukuman potong 
anggota badan.
Apabila digabungkan antara sebab hapusnya jaminan keselamatan maka orang-
orang yang kehilangan hak jaminan keselamatan jiwa atau anggota badannya, adalah:
a. Orang kafir harbi,
b. Orang murtad,
c. Orang yang melakukan zina muhshan,
d. Perampok (pengganggu keamanan),
e. Pemberontak,
f. Orang yang terkena hukuman qishash, dan
g. Pencuri.
6. Hak- Hak dan Kewajiban Penguasa
Syari’at Islam meletakkan beban (kewajiban-kewajiban) atas para penguasa yang 
harus dilaksanakan untuk mewujudkan kepentingan dan keselamatan masyarakat. 
                                                          
93Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 529.
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Orang-orang yang melaksanakan kewajiban tersebut adalah petugas umum (publik) 
dengan berbagai tingkatan dan kekuasaan atau wewenangnya.
Menurut kaidah yang berlaku dalam syari’at Islam, seseorang petugas tidak 
dikenakan pertanggungjawaban pidana, apabila perbuatan yang dilakukannya masih 
dalam batas-batas wewenangnya atau diluar batas wewenangnya, tetapi perbuatannya 
dilakukan dengan iktikad yang baik. Apabila perbuatannya dilakukan diluar batas 
wewenangnya, dan ia menyadari bahwa ia tidak punya hak untuk itu maka ia 
dibebani pertanggungjawaban pidana. 
Di antara contoh penerapan tersebut adalah pelaksanaan hukuman hudud. Para 
ulama sepakat, bahwa melaksanakan hukuman hudud adalah wajib. Apabila 
pelaksanaan hukuman hudud dilaksanakan sesuai ketentuan yang dibenarkan oleh 
syara’ tanpa tambahan atau kelebihan maka tidak ada pertanggungjawaban pidana 
bagi eksekutornya.94 Di samping itu seseorang dibebani kewajiban, tidak boleh tidak 
ia harus melaksanakannya.  Seseorang algojo yang melaksanakan hukuman had zina, 
kemudian ia mencambuk terhukum dengan seratus kali cambukan sesuai dengan cara 
yang sah, kemudian cambukannya itu mengakibatkan terhukum meninggal dunia 
maka eksekutor tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi apabila si 
eksekutor sengaja, atau karena kesalahan menambah pukulan cambuk dari seratus 
kali kepada si terhukum kemudian mati maka ia dikenakan pertanggungjawaban 
pidana dalam dua hal. Pertama karena kelebihannya walaupun tidak mengakibatkan 
kematianm, dan kedua karena akibat kematiannya.
                                                          
94Ahmad Wardi Muslicsh, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, h. 115.
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2. Sebab Hapusnya Hukuman




- di bawah umur
Dibawah akan dijelaskan keempat hal tersebut.
a. Paksaan 
1) Pengertian Paksaan
Muhammad Al-Khudhari Byk memberikan defenisi paksaan sebagai berikut:
“Paksaan adalah mendorong orang lain atas sesuatu yang tidak diridainya 
baik berupa ucapan maupun perbuatan”95.
2) Macam-Macam Paksaan 
Paksaan dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:
a) Paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan, yaitu paksaan 
yang dikhawatirkan dapat menghilangkan nyawa. Paksaan ini biasa disebut 
paksaan absolut.
b) Paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai merusak pilihan, 
yaitu paksaan yang menurut kebiasaan tidak dikhawatirkan akan 
mengakibatkan hilangnya nyawa seperti dipenjarakan atau dipukuli dengan 
pukulan yang ringan, paksaan ini disebut paksaan relatif. 
                                                          
95Muhammad Khudhari Byk, Ushul Al-Fiqh (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1981), h. 105.
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3) Syarat-Syarat Adanya Paksaan
a) Ancaman yang menyertai paksaan adalah berat sehingga dapat 
menghilangkan kerelaan seperti ancaman dibunuh, dipukul dengan pukulan 
yang berat dikurung dalam waktu yang lama dan sebagainya. 
b) Ancaman harus seketika yang diduga kuat pasti terjadi, seperti orang yang 
dipaksa untuk melakukan keinginan pemaksa.
c) Orang yang memaksa mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 
ancamannya, walaupun bukan penguasa atau petugas tertentu. Apabila orang 
yang memaksa tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan ancamannya, 
dalam hal ini tidak ada paksaan. 
d) Ada dugaan kuat pada diri orang yang dipaksa, bahwa apabila ia tidak 
memenuhi tuntutannya apa yang diancamkan itu benar-benar terjadi.
4) Hukum Paksaan
Hukum paksaa dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
a) Perbuatan yang tidak dipengaruhi oleh paksaan.
Perbuatan yang tidak dipengaruhi oleh paksaan sama sekali, meskipun 
paksaan absolut adalah pembunuhan dan penganiayaan berat (pemotongan 
anggota badan, pukulan yang berat dan sebagainya). Firman Allah dalam 
Surah Al-Ahzab ayat 58:
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                   
            
Terjemahnya:
Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat 
tanpa kesalahan yang mereka perbuat maka sesungguhnya mereka 
telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.(QS Al-Ahzab: 58)96
b) Perbuatan yang diperbolehkan karna adanya paksaan 
Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kelompok ini hanya berhubungan 
dengan makanan dan minuman yang diharamkan seperti makan bangkai, babi, 
minum darah, dan barang-barang najis, sedangkan paksaannya bersifat 
absolut. Makanan-makanan yang telah disebutkan hukumnya haram, tetapi 
dalam keadaan terpaksa atau dipaksa maka hukumnya dibolehkan97.
c) Perbuatan yang diperbolehkan sebagai pengecualian 
Alasan pembebasan hukuman dalam perbuatan-perbuatan tersebut adalah 
bahwa pelaku ketika melakukan perbuatannya tidak memiliki kehendak 
(iradah) dan pilihan (ihtiar) yang sebenarnya, sedangkan dasar 
dipertanggungjawabkannya pidana adalah adanya kehendak (iradah) dan dan 
pilihan (ikhtiar). Dengan demikian sebab dari pembebasan hukuman tersebut 
berkaitan dengan pribadi orang yang melakukannya, bukan perbuatannya itu 
sendiri.  Itulah sebabnya seseorang dibebaskan dari hukuman meski 
perbuatannya itu tetap dilarang.
                                                          
96Kementerian Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, h. 778. 
97Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, h. 124.
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b. Mabuk
Syari’at Islam melarang minuman keras, baik sampai mengakibatkan maupun 
tidak. Dalam kelompok jarimah, minuman keras (syurbul khamar) termasuk jarimah 
hudud yang ancamannya adalah delapan puluh cambukan.
Adapun pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk menurut pendapat yang 
kuat (rajih) dari ulama mazhab yang empat, ia tidak dijatuhi hukuman atas jarimah-
jarimah yang dilakukannya apabila ia dipaksa atau terpaksa untuk minum atau ia 
meminumnya atas kehendak sendiri, tetapi ia tidak mengetahui bahwa yang 
diminumnya itu adalah khamar atau ia meminum minuman keras untuk berobat lalu 
ia mabuk. Orang yang sedang mabuk tersebut ketika ia melakukan perbuatannya, 
sedang hilang akal pikiran dan kesadarannya, sehimgga dengan demikian 
hukumannya sama dengan orang gila. Akan tetapi, jika seseorang minum minuman 
keras karna kemauan sendiri dengan sengaja tanpa alasan atau ia meminumnya 
sebagai obat yang sebenarnya tidak diperlukan kemudian ia mabuk, dalam hal ini ia 
harus bertanggung jawab atas segalah jarimah yang telah diperbuatnya ketika ia 
mabuk. Hukuman tersebut sebagai pengajaran, karena ia telah menghilangkan 
akalnya sendiri.
c. Gila
Islam memandang seseorang sebagai seorang mukalaf yang dapat dibebani 
pertaggngjawaban pidana, apabila ia memiliki kemampuan berfikir dan memilih 
(idrak dan ikhtiar). Apabila salah satu dari kedua perkara ini tidak ada maka 
pertanggungjawaban pidananya hapus.
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Kemampuan berfikir seseorang itu dapat hilang karena faktor bawaan sejak lahir 
atau karena adanya sakit atau cacat fisik. Hilangnya kemampuan berfikir tersebut 
dalam bahasa sehari-hari disebut gila. Abdul kadir audah memberikan definisi gila 
sebagai berikut. “Gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah”. Defenisi tersebut 
merupakan definisi yang umum dan luas, sehingga mengcakup gila (junun), dungu 
(al-‘ithu), dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak 
(kemampuan berfikir).98
Imam Malik berpendapat bahwa keadaan gila dapat menunda pelaksanaan 
hukuman sampai terhukum sembuh dari gilanya, secuali apabila hukumannya berupa 
qishash. Menurut sebagian malikiyah, hukuman qishash menjadi gugur dan diganti 
dengan diat. Akan tetapi menurut sebagian yang lain dalam keadaan harapan sembuh 
sangatlah kecil. Keputusan terakhir diserahkan kekeluarga korban. Apabila mereka 
mengambil (melaksanakan) qishash dan kalau tidak maka mereka boleh menganbil 
diat.
Imam Abu Hanifah berpendapat apabila keadaan gila timbul setelah terhukum 
diserahkan untuk dilaksanakan hukumannya maka hukuman tersebut tidak boleh 
ditunda. Apabila hukumannya berupa qishash dan terhukum menjadi gila setelah 
diserahkan untuk dieksekusi, hukuman qishash diganti dengan diat menggunakan 
istihsan.
Pendirian tentang ditundanya hukuman untuk orang gila didasarkan atas dua 
alasan: 
                                                          
98Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, h. 127.
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a) Penjatuhan hukuman harus didasarkan atas adanya taklif pada diri terhukum dan 
hukuman tidak akan terjadi kecuali dengan proses pemeriksaan. Dengan 
demikian, syarat taklif (kecakapan) harus ada pada waktu pemeriksaan dan 
keputusan hukuman.
b) Pelaksanaan hukuman atau eksekusi termasuk kelanjutan dari proses peradilan.
Apabila syarat taklif harus terdapat pada waktu dilakukannya pemeriksaan oleh 
hakim, syarat ini harus juga terdapat pada saat dilaksanakannya keputusan 
hakim, sedang dengan adanya gila maka taklif tersebut menjadi hapus.
d. Di Bawah Umur
Konsep yang dikemukan oleh syari’at Islam tentang konsep pertanggungjawaban 
pidan anak dibawah umur adalah merupakan konsep yang sangat baik. Menurut 
syari’at Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu 
kekuatan berpikir (iidrak) dan pilihan (ikhtiar). Rasulullah saw, bersabda tentang 
anak dibawah umur.
ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺣ  َﺮَﻤُﻋ ُﻦْﺑ ُﺮْﺸِﺑ ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺣ ﱡيِﺮْﺼَﺒْﻟا ﱡﻲِﻌَﻄُﻘْﻟا ﻰَﯿْﺤَﯾ ُﻦْﺑ ُﺪﱠﻤَﺤُﻣ
 ْﻦَﻋ ٌمﺎﱠﻤَھ ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺣ َةَدﺎَﺘَﻗﻦَﺴَﺤْﻟا ْﻦَﻋﱟﻲِﻠَﻋ ْﻦَﻋ ﱢيِﺮْﺼَﺒْﻟا ِ  ﱠنَأ
 ْﻦَﻋ ٍﺔَﺛﺎَﻠَﺛ ْﻦَﻋ ُﻢَﻠَﻘْﻟا َﻊِﻓُر َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﮫﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﮫﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر




Muhammad bin Yahya Al Qutha'i Al Bashri menceritakan kepada kami, Bisyr 
bin Umar menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari
Qatadah, dari Hasan Al Bashri, dari Ali, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qalam 
(pena) diangkat dari tiga orang (maksudnya, mereka tidak dibebani hukum): orang 
yang tidur hingga dia terjaga, anak kecil hingga ia dewasa (baligh) dan orang gila 
hingga ia sadar. " Shahih: Ibnu Majah (2041-2042).99
Ia berkata, "Dalam bab ini ada riwayat lain dari Aisyah." Abu Isa juga 
berkata, "Hadits Ali ini adalah hasan gharib dari jalur ini." Hadits ini diriwayatkan 
tidak dari satu jalur; dari Ali dari Nabi SAW. Sebagian dari mereka menyebutkan, 
"Anak kecil hingga bermimpi junub." Kami tidak mengetahui bahwa Al Hasan Al 
Bashri mendengar langsung dari Ali. Hadits ini juga diriwayatkan dari Atha' bin 
Sa'ib, dari Abu Zhabyan, dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah SAW, ... sama 
seperti makna hadits di atas. Al A'masy meriwayatkan dari Abu Dhabyan, dari Ibnu 
Abbas, dari Ali, secara mauquf. Ulama mengamalkan hadits ini. Abu Isa berkata, 
"Hasan memang hidup pada zaman Ali dan sempat bertemu dengannya, namun kami 
tidak mengetahuinya pernah mendengar hadits darinya." Nama asli Abu Zhabyan 
adalah Hushain bin Jundab.
Sehubungan dengan dua dasar tersebut, maka kedudukan anak dibawah umur 
berdeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, 
sejak ia dilahirkan sampai ia memiliki masa tersebut.
1) Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir (idrak)
                                                          
99Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Mukhtasar Shahih Muslim (Kampung Sunnah: 
Pustaka Ebook Ahlusunnah, 2009), h. 1034
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          Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berpikir pada usia tujuh tahun. 
Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan 
berpikir dan dia disebut anak yang belum (tamyiz). Dengan demikian seorang 
anak yang belum tamyiz karna belum mencapai usiatujuh tahun, apabila ia 
melakukan suatu jarimah maka ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, 
baik yang bersifat pidana maupun pendidikan ia tidak dikenakan hukuman had 
apabila ia melakukan jarimah hudud dan tidak di qishash apabila ia melakukan 
jariamh qishash. 
    Akan tetapi pembebasan anak tersebut dari hukuman pidana tidak 
membebaskannya dari hukuman perdata dari setiap jariamah yang dilakukan. Ia 
tetap diwajibkan membayar ganti rugiyang dibebankan kepadanya apabial 
tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik hartanya maupun 
jiwanya.100
2) Masa Kemampuan Berpikir yang Lemah
     Pada periode yang kedua ini, seorang anak tidak dikenakan 
pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan. Akan tetapi, ia 
dapat dikenakan hukuman pengajaran (ta’dibiyah). Pengajaran ini meskipun 
sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi dianggap sebagai hukuman 
pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karna itu, walaupun anak tersebut 
berkali-kali melakukan jarimah dan berkali-kali pula mendapatkan pengajaran 
tetap dianggap bukan (recidivis) atau pengulang kejahatan. Tetapi untuk urusan 
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hukuman perdata tetap dikenakan, meskipun ia dibebaskan dari 
pertanggungjawaban pidana. 
3) Masa Kemampuan Berpikir Penuh 
          Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa, yaitu usia lima 
belas tahun menurut kebanyakan fuqaha atau delapan belas tahun menurut 
pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari Imam Maliki. 
Pada periode ini seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua 
jarimah yang dilakukannya, apapun macam dan jenisnya.
      Pada umumnya hukum Nasional sama pendiriannya dengan syari’at Islam, 
yaitu mengadakan perbedaan hukuman pertanggungjawaban pidana menurut 
perbedaan umur anak-anak dibawah umur. Di samping itu dalam hukum 
Nasional anak-anak dibawah umur juga dikenakan pertanggungjawaban 
perdata, baik dijatuhi hukuman pidana atau tidak. Hal ini disebabkan karena 
tidak ada pertentangan antara dibebaskannya dari hukuman karena belum 
mencapai usia tertentu dengan keharusan mengganti kerugian yang timbul 
sebagai akibat perbuatannya. 101
3. Gugurnya Hukuman
            Berbeda dengan hapusnya hukuman karena syarat-syarat yang dibenarkan 
oleh syari’at Islam maka yang dimaksud dengan gugurnya hukuman adalah tidak 
dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan 
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oleh hakim, berhubung tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan hukuman 
sudah tidak ada lagi atau waktu untuk melaksanakannya telah lewat.
        Adapun sebab-sebab gugurnya hukuman tersebut adalah:
1) Meninggalnya pelaku, 
2) Hilangnya anggota badan yang akan di qishash, 
3) Tobatnya pelaku, 
4) Perdamaian (suluh), 
5) Pengampunan, 
6) Diwarisnya hak qishash, dan 
7) Kadaluarsa.102
                                                          





Hukum pidana Nasional yang terdapat dalam KUHP memuat empat hal yang 
menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap sipembuat 
tindak pidana, yakni:
1. Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah 
mempunyai putusan hukum tetap (Pasal 76 KUHP).
2. Sebab meninggalnya si pembuat (Pasal 77 KUHP).
3. Sebab telah lampau waktu atau kadaluwarsa (Pasal 78-80 KUHP).
4. Penyelesaian diluar pengadilan, yakni dengan dibayar denda maksimum dan 
biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai (Pasal 82 KUHP: bagi pelanggaran 
yang hanya diancam dengan pidana denda).
Setelah membaca skripsi ini maka penyusun berkesimpulan bahwa selain hal-
hal yang menggugurkan penuntutan pidana, KUHP juga mengatur mengenai hal-hal 
yang menggugurkan pidana. Terdapat tiga hal yang menggugurkan kewenangan 
mempidanakan seseorang dalam KUHP. Pertama, terpidana meninggal dunia (Pasal 
83 KUHP). Kedua, daluwarsa. Ketentuan mengenai daluarsa diatur di dalam Pasal 84 
KUHP ayat 1-4. Ketiga, grasi. Grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk 
menghapuskan seluruh pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim atau mengurangi 
pidana, atau menukar hukum pokok yang lebih berat dengan suatu perkara yang lebih 
ringan, ketentuan mengenai grasi diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 
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2002. Selain ketiga hal tersebut tersebut terdapat keadaan-keadaan istimewa yang 
menyebabkan seseorang tidak dapat dihukum, misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50, 
51, masing-masing dari KUHP. 
Selain hukum pidana Nasional yang mengatur masalah hal-hal yang 
menghapuskan penuntutan dan pemidanaan, hal senada juga di bahas dalam hukum
pidana Islam yang mengatur hal-hal yang menghapuskan pertanggugjawaban pidana 
serta gugurnya hukuman orang melakukan tindak pidana. Abdul Kadir Audah 
mengemukakan bahwa sebab diperbolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada enam 
macam, yaitu: pembelaan yang sah, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, 
permainan olahraga, hapusnya jaminan keselamatan, dan Menggunakan wewenang 
dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib.
Asbab raf’i al-uqubah atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan 
perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu 
dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan 
dilaksanakannya hukuman. Sebab-sebab hapusnya hukuman ini ada empat macam, 
yaitu: Paksaan, mabuk, gila, dan dibawah umur.
Penyusun berpendapat bahwa baik syari’at Islam dan hukum pidana Nasional 
memiliki pensdirian yang sama yakni memelihara kepentingan dan ketenteraman 
masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya hanya saja konsep pembuat 
hukum dan pemberian sanksi hukum bagi si pelaku pidana yang berbeda. Hukum 
pidana Nasional adalah produk manusia tentu serba tidak lengkap dan tidak 
sempurna, karena penciptanya juga serba tidak sempurna, lemah dan terbatas 
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kemampuannya. Itulah sebabnya Undang-undang selalu berkembang sesuai 
kebutuhan hidup masyarakat. Sebaliknya hukum pidana Islam adalah ciptaan Allah 
yang sifatnya serba mampu, agung dan serba tahu akan peristiwa sudah dan akan 
terjadi. Oleh karenanya maka tentu saja ciptaannya juga sempurna, konstan dan tidak 
diubah-ubah atau diganti-ganti terutama dalam jarimah berbahaya, yaitu hudud dan 
qishash.
B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang penyusun harapkan adalah, 
hendaknya setiap lapisan masyarakat wajib mendapat mamfaat dari hukum sebagai 
tujuan dari hukum itu sendiri yaitu ketika seseorang melakukan kejahatan hendaknya 
dibalas sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya, dan yang tidak kalah
penting adalah penegak hukum wajib mengetahui bahwa ada keadaan-keadaan 
tertentu seseorang tidak dapat dipidanakan atas pelanggaran yang dilakukannya.
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